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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinya.

Balai Besar Penerapan Modemisasi Pertanian Sulawesi Selatan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah
Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan
keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan
ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang
transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan
khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan
keuangan negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan. Disamping itu, laporan
keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam
usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2025 tentang Kementerian
Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas meyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara. Entitas berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan,
Jakarta Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas saat ini masih dalam pembahasan dan penyusuanan,
Visi dan Misi Kementerian Pertanian beserta Rencana Strategis Kementerian Pertanian
2025-2028. Saat ini Visi dan Misi Kementerian Pertanian masih menggunakan Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2021 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pertanian Tahun 2021-2025 adalah:

Visi

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi

* Mewujudkan ketahanan pangan.

* Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta

* Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai program

Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2025

Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun

Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2025. Bentuk Bantuan

Pemerintah meliputi:

1. Pemberian penghargaan, dapat diberikan kepada perseorangan atau kelompok yang
berjasa di bidang pertanian dan memenuhi kriteria yang dijabarkan dalam petunjuk
teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian
Pertanian sesuai dengan kewenangan;

2. Bantuan operasional, dapat diberikan kepada petani, pemuda tani, petugas fungsional
peternakan dan kesehatan hewan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah;

3. Bantuan sarana/prasarana, dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok
tani/gabungan kelompok tani, kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan
Pembangunan Pertanian Negeri, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin
pertanian (UPJA), kelompok penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga
swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah,
lembaga non pemerintah dan brigade pengamat organisme pengganggu
tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun
(Karlabun);

4. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan dapat diberikan kepada
lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok tani/gabungan kelompok
tani, brigade alsintan, unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), kelompok
penangkar, lembaga masyarakat desa hutan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga
keagamaan, lembaga pendidikan, brigade pengamat organisme pengganggu
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tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun
(karlabun); dan

5. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan
oleh Pengguna Anggaran, dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok
masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga masyarakat desa
hutan, regu pengendali OPT, rumah tangga miskin petani, siswa dan alumni Sekolah
Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri, mahasiswa dan alumni,
kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, kelompok penangkar, kelompok
usaha bersama/kelembagaan ekonomi petani, lembaga swadaya masyarakat, lembaga
keagamaan dan lembaga pendidikan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan

periode 30 Juni Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek

keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian

Sulawesi Selatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan

Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh

Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21

Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan

Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (menyesuaikan surat edaran Kementerian

Keuangan per periode pelaporan) sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna
memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan
rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman
https://monsakti.kemenkeu.go.id.

2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 menggunakan data yang dihasilkan oleh

Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 30 Juni
2026.

Laporan Keuangan Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
periode 30 Juni Tahun 2026 disusun berdasarkan hasil unduh (download) melalui aplikasi
SAKTI pada tanggal 30 Juni 2026.

Pada Tahun Anggaran 2026 Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Sulawesi Selatan periode 30 Juni Tahun 2026 menerima alokasi Pagu Anggaran Awal
APBN sebesar Rp. 51.966.338.000, Selama periode berjalan, Satker Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan telah melakukan revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebesar Rp. 44.836.677.000. Hal ini
adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan
kegiatan.

Catatan Atas Laporan Keuangan Semester | Tahun 2026 BRMP Sulsel 2



Tabel A.2.1 Anggaran Satuan Kerja

Tahun 2026
Tahun Anggaran
Anggaran (Rp)
2026 51.966.338.000
2025 25.225.341.000
2024 20.645.972.000
2023 21.967.262.000

A.3. Basis Akuntansi

Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan menerapkan basis
akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis
kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap
pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Balai Besar
Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan dalam penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai
wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat
sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi
kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang
menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata
uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Sulawesi Selatan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-
aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan
Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan periode 30 Juni
Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:
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1. Pendapatan- LRA
Definisi :
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang
menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
Pengakuan :
Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBP, maupun Pendapatan
Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum
negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat
pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.
Pengukuran :
Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang
masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu
pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat
terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas
pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi
yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.
Penyajian dan Pengungkapan :
Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas
pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan
dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut
menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak

pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak
pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi
pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO,

Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang
digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak,
melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.

b. Pendapatan PNBP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan,
Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan
Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi
Pemerintah Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah,
Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan
Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh

dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.
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Penyajian dan Pengungkapan:

a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut
sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah
pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan
pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan
pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-
LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada
tanggal transaksi.

c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus
diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat
memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja
Definisi :
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Pengakuan :
Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara
Umum Negara.
Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang
belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada
tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).
Pengukuran :
Belanja diukur berdasarkan asas bru.to dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D
atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan
belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum
Negara.
Penyajian dan Pengungkapan :
Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:
a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban
Definisi :
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau hiaya yang timhul
akihat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan
ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.
Pengakuan :
a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan
nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.
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Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset

tidak berwujud.

Terjadinya konsumsi aset

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban;
dan/ atau

2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya
adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran
hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain

kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timhulnya

kewajihan antara lain diakihatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain

yang helum dihayarkan atau akihat perjanjian dengan pihak lain atau karena

ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan

rekening telepon dan rekening listrik yang helum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a.

Beban Pegawai

Beban Pegawai dicatat sehesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan
kewajihan pemhayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar
gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar
pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sehesar pemakaian persediaan herdasarkan transaksi
mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hehan persediaan
dilakukan penyesuaian dalam hal herdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat
perhitungan perhedaan pencatatan persediaan.

Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa dicatat sehesar resume tagihan belanja barang dan jasa,
tagihan kewajihan pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang
telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang
tidak memenuhi kapitalisasi aset.

Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sehesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan
kewajihan pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui
KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan herdasarkan
transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sehesar resume tagihan belanja perjalanan dinas
dan/atau tagihan kewajihan pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga
yang telah disetujui KPA/PPK.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sehesar resume tagihan
belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajihan
pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui
KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada
masyarakat herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang
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diserahkan kepada masyarakat.
f. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas
perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak
dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas
perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing
kualitas piutang.
Penyajian dan Pengungkapan :
Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan
secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat
material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga
menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan

Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:
Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat
kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan
Kementerian Negara/Lembaga.
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan
menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai
masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal
perolehannya.
Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya
dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:
Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh
bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penenmaan di lingkungan
kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang
berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang
persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus
dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian
Negara/Lembaga/satuan kerja.
Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau
saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/
Lembaga.
Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian
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Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara
Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan

b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.
Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata
uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang
rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat
perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban
pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan

dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12

(dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan

perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka

pendek apabila memenubhi kriteria sebagai berikut:

a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial
di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12
(dua belas) bulan; dan

b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable).

Pengukuran:

a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai
pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai
dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki
pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai
wajar lainnya.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan
obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya
perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah
komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam
rangka perolehan tersebut.

c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya
perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada
tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai
wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang
diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila
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surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar
maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk
deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
¢) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam
mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.
Penyajian dan Pengungkapan:
Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan
hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada
Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran
kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas
menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum
(BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus a tau
beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan
Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.
Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai
bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas
selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek
disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)
Definisi:
Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akihat Pemerintah telah
melakukan pembayaran lehih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersehut
sampai pada akhir periode pelaporan belum  diterima/dinikmati
seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai
pertanggungjawabannya.
Pengakuan:
Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban,
dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban
dicatat seluruhnya terlebih dahulu sehagai beban. Pada akhir periode pelaporan,
nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar
barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya
direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.
Pengukuran:
Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang
belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar
atas barang/jasa tersebut.
Penyajian dan Pengungkapan:
Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak
Definisi:
Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan
pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
Pengakuan:
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Piutang pemerintah diakui pada saat timhulnya hak tagih pemerintah antara lain
karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar
pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang helum dilunasi
sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat
ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih
yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap
menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian
atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos
piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode
pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (allowance method). Metode ini
mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian
mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang
tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti
Rugi Bukan Bendahara (TGR)
Definisi:
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan
TP/TGR sehesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12
(dua helas) hulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.
Pengakuan:
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang
akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Pengukuran:
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang
akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya
sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar
nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka
piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu
disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak
tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih
(allowance method). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang
tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi
tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai
piutang bruto.
Penyajian dan Pengungkapan:
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.
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6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)
Definisi:
Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timhul dari kegiatan
operasional BLU
Pengakuan:
Piutang BLU diakui dengan kriteria:
a) telah diterhitkan surat ketetapan; dan/atau
b) telah diterhitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
Pengukuran:
Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam
surat ketetapan/ surat tagihan.
Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama
dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai
piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka
piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu
disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak
tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih
(allowance method). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang
tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi
tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai
piutang bruto.
Penyajian dan Pengungkapan:
Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini

mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya

dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang

bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban,merupakan koreksi agar nilai piutang

dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara

Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar,

diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas

Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian

Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal
jatuh tempo yang ditetapkan.

b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
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c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
d. Kualitas macet apabila:
1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak
tertagih ditentukan sebagai berikut:
a. 5%o (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan
nilai agunan atau nilai barang sitaan;
c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan;
d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan.
Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas
piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan
piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan
piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan
kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas
penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau
amortisasi aset tak berwujud.
Penyajian dan Pengungkapan:
Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai
pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu
diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).
Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang
sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus.
Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh
Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan
pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van
gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan
Definisi:
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.
Pengakuan:
Persediaan diakui pada saat:
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a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau
biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh
bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen
harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal,
jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau

b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya
berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan
persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan

dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi

masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan
disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi:

(1)harga pembelian;

(2) biaya pengangkutan;

(3) biaya penanganan;

(4)biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan.

b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan
memproduksi sendiri

c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526

dilaksanakan  berdasarkan  Peraturan = Menteri  Keuangan = Nomor

88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011.

Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor

70/Permentan/PL.200/12/2016  tanggal 28 Desember 2016 tentang

Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak Dikuasai
Definisi:7
Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk
diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara
fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur
pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan
ketentuan berlaku belum tuntas.
Pengakuan:
Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen
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sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai

merupakan persediaan yang dimaksudkan wuntuk diserahkan kepada

masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai

proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak

Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta

biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN

didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak

Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan,

maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan

yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik

namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak

Dikuasai disajikan sebagai berikut:

a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;

b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan

c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CalLK. Perlakuan
stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan
kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap
Definisi:
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Pengakuan:
Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan
nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila
Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat
penguasaannya berpindah.
Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut
diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari
sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang
memiliki kekuatan hukum tetap.
Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap
dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat
biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang
memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk
perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap
pakai untuk digunakan.
Pengukuran:
Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya
perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai
Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar
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imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan
transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber
dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya.
Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat
diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

1) Kompenen Biaya Perolehan

2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan

3) Pertukaran

4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi
aset dalam laporan keuangan;

b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu
BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke
depan; dan

¢) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam
menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti
atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

5) Penghentian dan Pelepasan

6) Penilaian kembali

7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut
beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu
pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata
Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Satker Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan belum/tidak membuat turunan dari
Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.
Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang
mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku
Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan
(pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah
(BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI),
dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) ) telah diatur
dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2025 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang
kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di
Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.
Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari
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Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang
secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman
berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan
keuangan tahun 2025, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah
tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan
Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran
2025 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CalLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat
ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan
PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK
232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di
mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan
dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.
Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK). Hal-hal terkait
pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;

2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan
pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan
berbasis syariah.

¢. Properti Investasi
Definisi :
Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk
meningkatkan nilai aset atau keduanya.
Pengakuan :
Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi
apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk
dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.
Pengukuran :
Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam
hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos
Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai
pos Properti Investasi.
Penyajian dan Pengungkapan :
Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan
pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:
1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
2) Metode
3) yang digunakan;
4) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
5) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
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6) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang
Definisi :
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima
dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Pengakuan :
1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTIM);
b) telah diterbitkan:
(1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan
tuntutan perbendaharaan; atau
(2)Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara
(SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara
bukan bendahara; atau
c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde) yang menghukum seseorang untuk membayar
sejumlah uang kepada Pemerintah.
2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah
untuk menagih kepada pihak lain.
Pengukuran :
1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan
dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang
berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.
Penyajian dan Pengungkapan :
Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo
lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca
sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh
tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi
sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam
neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang
Definisi:
Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini
mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam
akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.
Pengakuan:
Penyisihan piutang diakui sebagai beban,merupakan koreksi agar nilai piutang
dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih
Pengukuran:
Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara,
kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan
macet.
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Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas
Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian
Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh
tempo yang ditetapkan.
b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
d. Kualitas macet apabila:
1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang
Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih
ditentukan sebagai berikut:
a. 5%o (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan.
c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai
agunan atau nilai barang sitaan.
d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan
atau nilai barang sitaan.
Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas
piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang
tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak
tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas
piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang
sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak
berwujud.
Penyajian dan Pengungkapan:
Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka
Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang
jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan
pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan
TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka
Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang
Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah
Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata
uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai
pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian
selisih kurs belum terealisasi (596211).
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f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang

jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan

penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset
kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan
dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non
lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan
pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak
pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya
untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun
dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu
kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat
ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah
misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat
dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya
dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:

a) dapat diidentifikasi;

b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;

¢) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa
mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan

d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau
ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai
suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik
dana.

3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB
dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB
berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.

2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang
disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan
untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada
pihak pemilik dana.

3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut
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nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap

disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan

terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai
berikut :

a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;

b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa
manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa
manfaatnya;

c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;

d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa
manfaatnya;

e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;

f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;

g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;

h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;

1) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan
semula, jika ada.

2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya
dan diungkapkan secara memadai di dalam CalLK. Hal hal yang perlu
diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum
dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi
lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam
mengintepretasi hasilnya.

3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan
secara memadai di dalam CalLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain
adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan,
jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang
relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan

penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 masih dalam proses penyusunan

kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05

tentang Persediaan secara ekplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat

diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan
adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j,

dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat

Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember

2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/
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Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa

harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk

memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup

Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30

Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset Dbiologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti

pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima

2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari
atau sampai dengan satu tahun

2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih
dari satu tahun

Pengukuran:

1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode
pelaporan keuangan

2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan

keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Definisi :
Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar
kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang
Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
Pengakuan :
kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan
pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai
nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari
pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau
dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban
timbul.
Pengukuran :
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Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka

Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank

sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan

Keuangan (CalLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan
untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah
tanggal pelaporan.
Pengakuan :
Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada
sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut
mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui
pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah a tau dikeluarkan oleh kreditur
sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban

Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank

sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada

periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka

harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang
harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;

2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas
utang pemerintah dan jatuh temponya; dan

3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka
Panjang tersebut.

¢. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa

lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu

peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali
suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber

daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan
sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan
kewajibannya; dan

2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
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Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai

yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup

diungkapkan dalam CalLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir

periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;

2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;

3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus
keluar sumber daya;

4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.
Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-
koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-
koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak
kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan
Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan
secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1.

PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Juni TA 2026
adalah sebesar Rp. 1.061.036.126, atau 445,66% dari estimasi pendapatan sebesar
Rp. 238.080.000. Rincian target dan realisasi Pendapatan sampai dengan Juni TA 2026
adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Target dan Realisasi PNBP TA 2026

. Target 2026 Realisasi 2026
Uraian %
(Rp) (Rp) i
Pendapatan  Penjualan  Hasil  Pertanian
425112 Perkebunan Peternakan dan Budidaya 165.000.000 825.408.946 500,25
425122 'I?/Ie;r;?:patan dari Penjualan Peralatan dan 0 10.800.000 100,00
495131 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan 0 98.665.700 100,00
Bangunan
425151 Pendapatan F_’enggunaan ‘ Sarana  dan 0 22.927.083 100,00
Prasarana sesuai dengan Tusi
425289 Pendap‘atan. Pepgupan, Sertifikasi, Kalibrasi dan 73,080,000 18.258.000 24,98
Standarisasi Lainnya
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun 0 50 100,00
Anggaran Yang Lalu
425912 | Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun 0 84.741.847 100,00
Catatan Atas Laporan Keuangan Semester | Tahun 2026 BRMP Sulsel 23




. Target 2026 Realisasi 2026
Uraian %
: (Rp) (Rp) °
Anggaran Yang Lalu
425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan 0 234,500 100,00
Pemerintah
Jumlah 283.080.000 960.773.015 445,66

Realisasi PNBP TA 2026 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada Lampiran
B.1.1

B.1.1. Pendapatan BLU
Realisasi Pendapatan BLU TA 2026 dan 2025 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0
Realisasi Pendapatan BLU TA 2026 adalah sebesar Rp.0 atau 0,00% dari anggaran
pendapatan BLU sebesar Rp.0. Realisasi pendapatan BLU TA 2026 mengalami
kenaikan/penurunan sebesar Rp.0, atau 0,00% dibandingkan TA 2025. Berikut rincian
anggaran dan realisasi Pendapatan BLU TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLU TA 2025

. Anggaran il Realisasi | Kenaikan/Penurunan
Uraian Pendapatan 2026 2026 2025
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum 0 0 0 0,00
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU 0 0 0 0,00
Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0,00
Jumlah 0 0 0 0,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan Badan Layanan Umum per 30 Juni

2026 sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum merupakan pelayanan BLU berupa penjualan semen
beku kepada masyarakat.

2. Pendapatan hasil kerjasama BLU berupa hasil kerjasama satker BLU dengan pihak ke
tiga yang berkaitan dengan penyewaan aset.

B.1.2. PNBP Lainnya.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan bulan Juni TA 2026 adalah sebesar
Rp. 1.061.036.126 atau 445,66% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya TA 2025
sebesar Rp. 427.965.906. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2026 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 633.070.220 atau 147,93% dibandingkan TA 2025. Berikut rincian
anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2026.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2026

Target Realisasi Realisasi .
. Kenaikan/Penurunan
Uraian Pendapatan 2026 2026 2025
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian 165.000.000 | 825.408.946 | 329.135.400 496.273.546
Perkebunan Peternakan dan Budidaya
'\PAeer;?:patan dari Penjualan Peralatan dan 0 10.800.000 61.376.870 -50.576.870
gendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan 0 98.665.700 6.057 750 92,607,950
angunan

Pendapatan Penggunaan Sarana dan 0| 22027.083 | 6.185850 16.741.233
Prasarana sesuai dengan Tusi
Pendapatan Pengujian, Sertifkasi, Kalibrasi, | 73080000 | 18.258.000 | 25.210.000 6,952,000
dan Standardisasi Lainnya
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Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun
Anggaran Yang Lalu
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun 0

0 50 36 14

84.741.847 0 84.741.847
Anggaran Yang Lalu
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan 0 234,500 0 234,500
Pemerintah
Jumlah 238.080.000 | 1.061.036.126 | 427.965.906 633.070.220

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya sampai dengan
bulan juni TA 2026 sebagai berikut:

1.

Pendapatan dari Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan
budidaya Rp. 825.408.946, merupakan penerimaaan yang berasal dari Perolehan hasil
pertanian, diantaranya penjualan benih tanaman, bibit hewan ternak dan hasil
sampingnya (ternak afkir, telur, susu, daging, dll).

. Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin Rp. 10.800.000, merupakan

penerimaan dari penjualan kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit.

. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Rp. 98.665.700, merupakan

penerimaan dari sewa kantin dan ATM.

. Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi Rp. 22.927.083, merupakan

penerimaan dari sewa rumah dinas

. Pendapatan  Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya

Rp. 18.258.000, merupakan penerimaan dari hasil pengujian laboratorium.

. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp. 50, merupakan

penerimaan kelebihan pembayaran belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp. 84.741.847,

merupakan penerimaan kelebihan pembayaran belanja barang tahun anggaran yang
lalu.

. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp. 234.500,

merupakan penerimaan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah

Dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel B.1.2.2 Realisasi Pendapatan Lain-lain TA 2026

Realisasi
Kode Akun Uraian 2026 Keterangan
(Rp)
425 Pendapatan
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian
425112 Perkebunan Peternakan dan Budidaya 825.408.946
495122 Pendapqtan dari Penjualan Peralatan 10.800.000
dan Mesin
425131 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan 98.665.700
Bangunan
495151 Pendapatan Pqugunaan Sqrana dan 29,997 083
Prasarana sesuai dengan Tusi
Pendapatan  Pengujian,  Sertifikasi,
425289 Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya 18.258.000
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai
425911 Tahun Anggaran Yang Lalu 50
425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang 84741847
Tahun Anggaran Yang Lalu
425811 Penda_lpatan D‘enda Penyelesaian 234 500
Pekerjaan Pemerintah
Jumlah Pendapatan 960.773.015 | -

Catatan Atas Laporan Keuangan Semester | Tahun 2026 BRMP Sulsel 25



Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai

berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada
Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yg bersifat volatil
yang berlaku pada Satker BRMP Sulsel, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023
tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Satker
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk
PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada
PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat
persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yg
bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP
Nomor 47 Tahun 2023.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja sampai dengan bulan juni TA 2026 adalah sebesar Rp. 10.561.479.237
atau 20,32% dari anggaran belanja sebesar Rp. 51.966.338.000, Rincian anggaran dan
realisasi belanja TA 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025
Anggaran 2026 Realisasi 2026 Realisasi 2025

Uraian (Rp) (Rp) % (Rp)
Belanja Pegawai 7.901.812.000 4.300.100.512 | 54,42 4.089.621.529
Belanja Barang 39.076.633.000 6.261.378.725 16,02 4.016.176.365
Belanja Modal 4.987.893.000 0 0,00 0

Jumlah 51.966.338.000 10.561.479.237 | 19,55 8.105.797.894

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2026 disajikan pada tabel berikut.
Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2026 Berdasarkan Program

Uraian Program Anggaran 2026 Realisasi 2026 % Realisasi 2025
(Rp) (Rp) (Rp)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 17.110.055.000 542.063.649 | 3,17 0
Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi 10.988.329.000 1.394.119.937 | 12,69 646.063.100
Pangan Berkualitas
Program Dukungan Manajemen 16.195.146.000 8.641.207.404 | 53,36 7.549.142.728
Jumlah 44.293.530.000 10.577.390.990 | 23,88 8.195.205.828

Berdasarkan pada tabel di atas, berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja
berdasarkan program pada Lampiran B.2.

Realisasi belanja sampai dengan bulan juni TA 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp.
2.382.185.162  atau 77,48%, apabila dibandingkan TA 2025. Kenaikan tersebut
disebabkan penambahan anggaran pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
dan Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan bulan juni TA 2026 dan 2025 masing-masing
sebesar Rp. 4.300.100.512. dan Rp. 4.089.621.529. Realisasi belanja TA 2026
mengalami kenaikan sebesar Rp. 210.478.983 atau 5,15% dibandingkan TA 2025.
Kenaikan tersebut terjadi karena adanya Kenaikan pangkat pegawai dan kenaikan gaji
berkala pegawai.
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Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2026 menurut

klasifikasi.

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2026

Uraian

Anggaran 2026
(Rp)

Realisasi 2026
(Rp)

%

Realisasi 2025
(Rp)

Belanja Gaji Pokok PNS 4.846.390.000 2.834.765.340 58,49 3.006.165.100
Belanja Pembulatan Gaji PNS 57.000 36.557 64,14 37.336
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 329.967.000 194.379.670 58,91 197.264.530
Belanja Tunj. Anak PNS 89.231.000 47.109.374 52,79 48.483.040
Belanja Tunj. Struktural PNS 17.202.000 14.445.000 83,97 14.400.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS 588.790.000 303.076.000 51,47 295.340.000
Belanja Tunj. PPh PNS 58.055.000 54.834.459 94,45 53.996.423
Belanja Tunj. Beras PNS 207.214.000 128.617.920 62,07 134.339.100
Belanja Uang Makan PNS 825.025.000 259.224.000 31,42 282.566.000
Belanja Tunjangan Umum PNS 82.775.000 50.930.000 61,53 57.030.000
Belanja Gaji Pokok PPPK 510.989.000 289.363.281 56,63 67.113.117
Belanja Pembulatan Gaji PPPK 41.000 20.405 49,77 1.212
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK 34.739.000 17.700.908 50,95 3.806.790
Belanja Tunjangan Anak PPPK 11.459.000 4.448.731 38,82 999.483
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 18.430.000 14.133.332 76,69 2.645.832
Belanja Tunjangan Beras PPPK 28.715.000 18.714.535 65,17 4.224.500
Belanja Uang Makan PPPK 114.832.000 40.891.000 35,61 7.242.000
Belanja Tunjangan Umum PPPK 25.353.000 13.755.000 54,25 3.375.000
Belanja Uang Lembur 90.966.000 13.655.000 15,01 -
Belanja Uang Lembur PPPK 21.582.000 - 0,00 -

7.901.812.000 4.300.100.512 54,42 4.179.029.463

Jumlah

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai sampai dengan bulan

juni TA 2026 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada Lampiran B.3.2.

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang sampai dengan bulan juni TA 2026 dan 2025 masing-masing
sebesar Rp. 6.261.378.725, dan Rp. 4.016.176.365. Rincian anggaran dan realisasi

belanja barang TA 2026 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2026 Berdasarkan Jenis

Uraian Anggaran 2026 Realisasi 2026 % Realisasi 2025
(Rp) (Rp) (Rp)
Belanja Barang 39.076.633.000 6.261.378.725 16,02 4.016.176.365
Belanja Barang Operasional 5.040.589.000 2.559.880.929 50,79 2.258.918.484
Belanja Barang Non Operasional 9.610.210.000 1.374.751.516 14,31 636.741.100
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. Anggaran 2026 Realisasi 2026 Realisasi 2025
Uraian 9,
(Rp) (Rp) ° (Rp)

Belanja Kontribusi dan Kompensasi 0 0 0,00 0

Belanja Barang Persediaan 2.806.771.000 452.527.210 16,12 2.7500.000
Belanja Jasa 1.693.255.000 297.843.128 17,59 233.563.856

Belanja Jasa 1.693.255.000 297.843.128 17,59 233.563.856
Belanja Pemeliharaan 1.753.703.000 1238.153.625 70,60 666.599.870

Belanja Pemeliharaan 1.753.703.000 1231.153.625 70,60 666.599.870
Belanja Perjalanan Dinas 7.404.280.000 354.134.070 4,78 217.853.055

Belanja Perjalanan DN 7.404.280.000 354.134.070 4,78 217.853.055

Belanja Perjalanan LN 0 0 0,00 0
Belanja BLU 0 0 0,00 0

Belanja Barang BLU 0 0 0,00 0
Belanja Barang untuk diserahkan 10.767.825.000 0 0 0
Kepada masyarakat/Pemda

Belanja Barang untuk diserahkan 0 0 0,00 0

Kepada masyarakat/Pemda

Belanja Barang Penunjang DK dan TP 0 0 0,00 0

untuk diserahkan kepada

masyarakat/Pemda

Belanja Barang  Lainnya  untuk 0 0 0,00 0

diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda

Jumlah 39.076.633.000 6.261.378.725 16,02 4.016.176.365

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel

di atas, sebesar Rp. 452.527.210,

merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang
yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2026 Berdasarkan Jenis yang
menghasilkan barang persediaan

Uraian Anggaran 2026 Realisasi 2026 % Realisasi 2025
(Rp) (Rp) (Rp)
Belanja Barang
Belanja Barang Operasional 0 0 0,00 0
Belanja Barang Non Operasional 0 0 0,00 0
Belanja Kontribusi dan 0 0 0,00 0
Kompensasi
Belanja Barang Persediaan 2.806.771.000 452.527.210 16,12 2.500.000
Belanja Barang Persediaan 2.806.771.000 452.527.210 16,12 2.500.000
Barang Konsumsi
Belanja Barang Persediaan bahan 0 0 0,00 0
baku
Belanja Barang Persediaan 0 0 0,00 0
barang dalam proses
Belanja Barang Persediaan 0 0 0,00 0
Lainnya
Belanja Barang Persediaan 0 0 0,00 0
Penanganan Pandemi COVID-19
Belanja Pemeliharaan 0 0 0,00 0
Belanja Barang Persediaan 0 0 0,00 0
Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
Belanja Barang Persediaan 0 0 0,00 0
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin
Belanja Barang Persediaan 0 0 0,00 0
Pemeliharaan Jaringan
Belanja Barang Persediaan 0 0 0,00 0
Pemeliharaan Lainnya
Belanja BLU 0 0 0,00 0
Belanja Barang BLU 0 0 0,00 0
Belanja Barang Persediaan 0 0 0,00 0
Barang Konsumsi - BLU
Belanja Barang Persediaan 0 0 0,00 0
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Uraian

Anggaran 2026
(Rp)

Realisasi 2026

(Rp) %

Realisasi 2025
(Rp)

Pemeliharaan - BLU

Belanja Barang Persediaan untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat - BLU

0 0,00

Belanja Barang Persediaan Bahan
Baku untuk Proses Produksi - BLU

0

0 0,00

0

Belanja Barang Persediaan
Lainnya - BLU

0

0 0,00

0

Jumlah

2.806.771.000

452.527.210

2.500.000

16,12

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang sampai dengan bulan
juni TA 2026 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada Lampiran B.4.1.

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 sebesar Rp. 0 atau 0 % dari anggaran
sebesar Rp. 10.767.825.000. Realisasi belanja tersebut diberikan dalam bentuk barang
dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.4 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Satker

Berupa Uang Berupa Barang Total

Uraian An?'g:)ran Re(aélg)am Anggaran (Rp) Re(aélg)am Anggaran (Rp) Re(a;:;m
Belanja Barang untuk
diserahkan ke 0 0 | 10.767.825.000 0 | 10.767.825.000 0
Masyarakat/Pemda
Jumlah 0 0 | 10.767.825.000 0 | 10.767.825.000 0
Belanja Barang Fisik dan
Penur{jang dar?a DK/TP 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0
Belanja Barang Lainnya untuk
diserahkan ke 0 0 0 0 0 0
Masyarakat/Pemda
Jumlah 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 | 10.767.825.000 0 | 10.767.825.000 0

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah berdasarkan program dapat dilihat pada Lampiran
B.4.2.

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda masing-
adalah sebagai berikut:

Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarkat/Pemda pada Satker Balai Besar
Penerapan  Modernisasi  Pertanian  Sulawesi  Selatan  dianggarkan  sebesar
Rp. 10.767.825.000 dan direalisasikan sebesar Rp. 0 untuk 1 (satu) kegiatan. Dengan
rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Pemerintah

. Jenis Anggaran 2026 Realisasi 2026 ®
Gk Bantuan (Rp) (Rp) .
Integrated Coorporation Barang 10.767.713.000 0 0
Agriculture Resources
Empowerment Uang 0 0,00
Total 10.767.713.000 0 0

Dari realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar
Rp. 0 akan diunggah dokumen pertanggungjawabannya melaui aplikasi Basbanpem
sebesar Rp. 0 dari pertanggungjawaban tersebut telah dilakukan reviu oleh Inspektorat
sebesar Rp0,00. Adapun barang tersebut diserahkan kepada 3 koperasi yaitu koperasi
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bawakaraeng maju bersama dengan bantuan barang (alsintan, saprodi dan alat
pengolah data) untuk budidaya kentang, koperasi bolaromang sejahtera bersama
dengan bantuan barang (alsintan, saprodi dan alat pengolah data) untuk penggemukan
sapi potong, koperasi tonasa dengan bantuan barang (alsintan, saprodi dan alat

pengolah data) untuk budidaya sapi dan kentang.

B.2.3.BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal sampai dengan bulan juni TA 2026 dan 2025 masing-masing
adalah sebesar Rp.0 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal TA 2025 tidak mengalami
perubahan dibandingkan periode TA 2025. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi
oleh (dijelaskan sesuai kondisi satker).

Tabel B.2.3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian Anggaran 2026 | Realisasi 2026 % Realisasi 2025
(Rp) (Rp) (Rp)
Belanja Modal Tanah 0 0 0,00 0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0,00 0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0,00 0
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan 0 0 0,00 0
Belanja Modal Lainnya 0 0 0,00 0
Belanja Modal BLU 0 0 0,00 0
Jumlah 0 0 0,00 0

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2026 dapat dilihat

pada Lampiran B.5.
1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah sampai dengan bulan juni TA 2026 dan 2025 masing-
masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2026
mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan bulan juni TA 2026 dan
2025 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin TA 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2026

Uraian Anggaran 2026 | Realisasi 2026 % Realisasi 2025
(Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0,00 0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 0 0 0,00 0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 0 0 0,00 0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin 0 0 0,00 0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 0 0 0,00 0
Jumlah 0 0 0,00 0
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Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 0.

. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan bulan juni TA 2026
dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau
0,00% dibandingkan TA 2025. Kenaikan anggaran belanja gedung dan bangunan TA
2025.
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Tabel B.2.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2026

Uraian Anggaran 2026 | Realisasi 2026 % Realisasi 2025
(Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0| 000 0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan 0 0| 000 0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung 0 0| 000 0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 0 0 0,00 0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan 0 0| 000 0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan 0 0| 000 0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 0 0| 000 0

Jumlah 0 0| 0,0 0

4.

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00, sebesar
Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan, yaitu:

Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan sampai dengan bulan juni TA
2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja
Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan TA 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar
Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan TA 2026

Uraian Anggaran 2026 | Realisasi 2026 % Realisasi 2025
(Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Modal Jalan dan Jembatan 0 0 0,00 0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan 0 0 0,00 0
Belanja Modal Irigasi 0 0 0,00 0
Belanja Modal Jaringan 0 0 0,00 0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 0 0 0,00 0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi 0 0 0,00 0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan 0 0 0,00 0

Jumlah 0 0 0,00 0

Realisasi belanja modal irigasi serta belanja modal jaringan sampai dengan bulan juni
TA 2026 yang disajikan pada tabel di atas.

Dari nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp0,00, sebesar
Rp0,00 tidak menambah saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena
menghasilkan KDP.

Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan bulan juni TA 2026
dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal
Lainnya yang berakhir sampai dengan periode pelaporan mengalami
kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan yang berakhir sampai
dengan periode pelaporan TAYL.

Tabel B.2.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2026

. Anggaran 2026 Realisasi 2026 Realisasi 2025
Uraian %
(Rp) (Rp) ’ (Rp)
Belanja Modal Lainnya 0 0 0,00 0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya 0 0 0,00 0
Jumlah 0 0,00 0
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6. Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU sampai dengan bulan juni TA 2026 dan 2025 masing-
masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal BLU TA 2026
mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan TA 2025.

Tabel B.2.3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal BLU TA 2026

Uraian Anggaran 2026 Realisasi 2026 % Realisasi 2025
(Rp) (Rp) (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 0 0 0,00 0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU 0 0 0,00 0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU 0 0 0,00 0
Jumlah 0 0 0,00 0
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A PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 1.670.173.107.262 dan Rp. 1.668.469.134.462. Saldo Aset per 30 Juni 2026
mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.703.972.800 atau 0,10 %, apabila dibandingkan
dengan saldo Aset per 30 Juni 2026. Rincian saldo Aset per 30 Juni 2026 dan 2025
disajikan pada tabel berikut :

Tabel C.1 Saldo Aset Per 30 Juni 2026 dan 2025

30 Juni 2026 30 Juni 2025
Uraian
(Rp) (Rp)

Aset Lancar 1.728.689.800 24.717.000
Aset Tetap 1.667.827.258.165 | 1.667.827.258.165
Properti Investasi 0 0
Piutang Jangka Panjang 0 0
Aset Lainnya 617.159.297 617.159.297

Jumlah 1.670.173.107.262 | 1.668.469.134.462

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 1.728.689.800 dan Rp. 24.717.000. Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2026 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 1.703.972.800 atau 6.893,93%, apabila dibandingkan dengan saldo
Aset Lancar per 30 Juni 2025. Rincian saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2026 dan 2025
disajikan pada tabel berikut :

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2026 dan 2025

Uraian 30 Juni 2026 (Rp) 30 Juni 2025 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran 1.693.650.000 0
Kas di Bendahara Penerimaan 0
Kas Lainnya dan Setara Kas 6.270.000 0
Kas pada BLU 0 0
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Uraian 30 Juni 2026 (Rp) 30 Juni 2025 (Rp)
Investasi Jangka Pendek — BLU 0 0
Belanja Dibayar Dimuka 0 0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima 0 0
Piutang Bukan Pajak 2.960.100 50
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR 0 0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU 0 0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 0 0
Persediaan
25.809.700 24.716.950
Jumiah 1.728.689.800 24.717.000

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung
jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang
Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas

Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan
sebesar Rp. 1.699.920.914 dan Rp. 457.700.000. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per
30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.242.220.914, dibandingkan saldo Kas di
Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
Per 30 Juni 2026 dan 2025

Kenaikan
No Keterangan 30 Juni 2026 30 Juni 2025 (Penurunan)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Uang Tunai 36.901.000 0 36.901.000
Bank BNI

2 No.989059634036100 173.009.914 0 173.009.914
3 Kuitansi UP 1.490.010.000 0 1.490.010.000
Jumlah 1.699.920.914 0 1.699.920.914

Rincian daftar rekening Bendahara Pengeluaran Tahun 2026 dapat
Lampiran C.1.

Kas dibendahara pengeluaran terdiri atas :

1. Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 235.000.000

2. Tambahan Uang Persediaan ( TUP ) Sebesar Rp. 1.458.650.000
3. Uang LS Yg Belum Di Bayarkan sebesar Rp. 6.270.000
4. Kesulitan Uang Kecil Sebesar Rp. 914
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C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada
di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari
pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan
sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2026 tidak
mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan
per 30 Juni 2026.

Tabel C.2 Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
Per 30 Juni 2026 dan 2025

Kenaikan
No Keterangan 30 Juni 2026 30 Juni 2025 (Penurunan)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Uang Tunai 0 0 0
2 Bank Mangiri 0 0 0
No.Rekening 00
Jumlah 0 0 0

Rincian daftar rekening Bendahara Penerimaan Tahun 2026 dapat dilihat pada Lampiran
C.2.

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian
Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara
Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan
sebesar Rp. 6.270.000 dan Rp. 0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026
mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.270.000 apabila dibandingkan dengan saldo Kas
Lainnya dan Setara Kas per 31 Juni 2025. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per
30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 30 Juni 2026 dan 2025

30 Juni2026 | 30 Juni 2025 Kenaikan
Keterangan (Rp) (Rp) (Penurunan)
_ (Rp)
Kas Lainnya di Bendahara 6.270.000 0 6.270.000
Pengeluaran
Kas Lainnya di Bendahara
: 0 0 0
Penerimaan
Kas Lainnya dari Hibah 0 0 0
Kas Lainnya di BLU 0 0 0
Jumlah 6.270.000 0 6.270.000

Rincian daftar rekening Kas Lainnya Tahun 2026 dapat dilihat pada Lampiran C.3.

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
a. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 sebesar
Rp. 6.270.000 merupakan uang LS perjadin yang belum dibayarkan.
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2. Kas Lainnya dari Hibah

Saldo Kas Lainnya dari Hibah per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00.
3. Kas Lainnya di BLU

Saldo Kas Lainnya di BLU per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00.

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas
yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU
di Kementerian Negara/ Lembaga.

Saldo Kas pada BLU Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00
dan Rp0,00. Saldo Kas pada BLU per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan
dibandingkan dengan saldo Kas pada BLU per 30 Juni 2026. Rincian saldo Kas pada
BLU Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Rincian mutasi tambah dan kurang saldo Kas pada BLU adalah sebagai berikut.
Tabel C.4 Mutasi Tambah dan Kurang Kas pada BLU

Uraian Fs’tsr‘algtar;‘: BIB Lembang BBIB Singosari Jumlah
Saldo 30 Juni 2026 0 0 0 0
Mutasi Tambah 0 0 0 0
Pendapatan 0 0 0 0
Reklas dari Dana Deposito 0 0 0 0
Mutasi Kurang 0 0 0 0
Belanja Barang BLU 0 0 0 0
Belanja Modal BLU 0 0 0 0
Reklas ke Investasi Jangka 0 0 0 0
Pendek BLU
Saldo 30 Juni 2026 0 0 0 0

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK - BLU

Investasi Jangka Pendek — BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan
12 (dua belas) bulan.

Saldo Investasi Jangka Pendek — BLU Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing
disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Investasi Jangka Pendek — BLU per 30 Juni
2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka
Pendek — BLU per 30 Juni 2026. Rincian saldo Investasi Jangka Pendek — BLU Per 30
Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Saldo Investasi Jangka Pendek per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 merupakan saldo tiga
rekening deposito di dua bank, dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel C.5. Rekening Deposito Satker BLU Pusvetma Surabaya

No Bank No. Rekening Nominal Deposito Jag%';igfoktu

1 BRI 0 0 bulan

2 | BIN 0 0 bulan

3 | BTN 0 0 bulan
Jumlah 0

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)
Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akihat pemerintah telah melakukan
pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir
periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau
belum selesai pertanggungjawabannya.
Saldo Belanja Dibayar Dimuka Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan
sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2026 tidak
mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Belanja Dibayar Dimuka per
30 Juni 2026. Rincian saldo Belanja Dibayar Dimuka Per 30 Juni 2026 dan 2025
disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.6 Saldo Belanja Dibayar Dimuka Per 30 Juni 2026 dan 2025

Jenis : 30 Juni 2026 30 Juni 2025 Kenaikan
No . Uraian (Penurunan)
Belanja (Rp) (Rp)
1 Belanja Belanja Tunjangan Khusus dan 0 0 0
Pegawai Belanja Pegawai Transito
Jumlah 0 0 0
2 Eelanja Belanja Barang Operasional 0 0 0
arang
Belanja Perjalanan Dinas 0 0 0
Belanja Barang Non Operasional 0 0 0
Belanja barang untuk diserahkan 0 0 0
kepada masyarakat/Pemda
0 0 0
Jumlah 0 0 0
Total 0 0 0

1. Belanja Dibayar Dimuka — Belanja Pegawai
Saldo Belanja Dibayar Dimuka — Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00
merupakan selisih perhitungan tunjangan kinerja bulan Juni 2025 yang telah
dibayarkan penuh di Juni 2025 dengan perhitungan sesuai presensi pegawai bulan Juni
2025. Pembayaran tunjangan kinerja untuk seluruh satker Kementerian Pertanian
dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan BMN Setjen.
Saldo Belanja Dibayar Dimuka — Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 masih
menggunakan saldo sesuai data perhitungan yang diperoleh Biro Keuangan dan BMN.
Pada saat penyusunan laporan keuangan audited baru diketahui bahwa terdapat
perubahan nilai perhitungan yang seharusnya dibayar. Berdasarkan data perubahan
tersebut, saldo Belanja Dibayar Dimuka — Belanja Pegawai per 30 Juni 2026 audited
seharusnya disajikan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.
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Tabel C.6.1. Perhitungan Saldo Belanja Dibayar Dimuka — BRMP SulSel

per 30 Juni 2026 Seharusnya

Nilai Seharusnya gD
Jumlah | Nilai Pembayaran . Y Selisih Pengembalian di
No Eselon | . Dibayar
Pegawai Full (Rp) (Rp) Tahun 2025
(Rp) B
(Rp)
BRMP
1 | sulsel 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0

Rincian pengembalian ke kas negara dapat dilihat pada Lampiran C.6.1.

2. Belanja Dibayar Dimuka — Belanja Barang
a. Saldo Belanja Dibayar Dimuka — Belanja Barang per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00
merupakan:

1) pengembalian belanja honor output kegiatan Tahun 2026 yang telah disetorkan

ke kas negara bulan Juli 2026 sebesar Rp 0,00;

2) pengembalian belanja perjalanan dinas Tahun 2026 yang telah disetorkan ke kas
negara bulan Januari 2025 sebesar Rp0,00.

b. Saldo Belanja Dibayar Dimuka — Belanja Barang per 30 Juni 2026 pada sebesar
Rp0,00 terdiri dari belanja barang 526 berupa uang yang belum didukung bukti
pertanggungjawaban sebesar Rp0,00 serta pengembalian sisa dana kegiatan ke kas

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

negara di Tahun 2025 sebesar Rp0,00.

c. Pada Tahun 2025, terdapat mutasi kurang saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar
Rp0,00 yang diakibatkan kejadian berikut:

1) hasil reviu Itjen menyatakan bahwa bukti pertanggungjawaban belanja 526 telah
sesuai dan/atau telah dilakukan pengembalian ke kas negara atas saldo Belanja
Dibayar Dimuka sebesar Rp0,00 sesuai hasil reviu Itjen sebagaimana tabel
berikut.

Tabel C.6.2 Rincian Mutasi Kurang Saldo Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2025

Berdasarkan Hasil Reviu Itjen

Laporan Reviu ltjen Kegiatan Nilai (Rp)
No.
Nomor Tanggal

1 kegiatan Ekstensifikasi Tahun 2021 0
kegiatan UPPO tahun 2022 0
kegiatan ~ banpem  pada  Direktorat 0
Perlindungan dan Penyediaan Lahan tahun
2022

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBP yang berdasarkan
perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak
tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.
Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing
disajikan sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per
30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan
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yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2026. Rincian saldo Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

1.

Tabel C.7 Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Per 30 Juni 2026 dan 2025

. . Kenaikan
No Jenis Pendapatan SN e Sl A (Penurunan)
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Pendapatan Sewa Tanah,Gedung dan Bangunan 0 0 0
2 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan, 0 0 0
Peternakan dan Budidaya
Jumlah

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00

berasal dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Terhadap pendapatan

tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar sebesar Rp0,00 di Tahun

2025 yaitu:

a. penerimaan Rumah Dinas type 36, type 60, type 70, type 200 sebesar Rp0,00;

b. sewa lahan Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (IP2TP) 0x
sebesar Rp0,00.

Dengan demikian, masih terdapat sisa yang belum disetor di Tahun 2025 sebesar

Rp0,00. Atas sisa yang belum disetor ke kas negara tersebut telah di reklasifikasi ke

akun Piutang Bukan Pajak berdasarkan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab

Mutlak tanggal 30 Juni 2026

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima sebesar Rp0,00 yang berasal dari

pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya

berdasarkan perjanjian kerjasama antara Balai Besar 0x dengan Koperasi Pegawai

Negeri 00 tentang Kerjasama Operasional Pemasaran Penjualan Produk Perolehan

dari Hasil Pertanian (PPHP) dengan nomor Ox. Pada Tahun 2025 pendapatan yang

masih harus diterima tersebut sudah disetor ke kas negara yaitu:

a. penjualan susu sapi sebesar Rp0,00 dengan NTPN 0x tanggal 0x;

b. penjualan telur ayam sebesar Rp0,00 dengan NTPN NTPN 0x tanggal 0x;

c. penjualan ayam sebesar Rp0,00 dengan NTPN NTPN 0x tanggal 0x.

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK
Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak

yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 2.960.100 dan Rp.. 50. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 2.960.050, apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak
per 30 Juni 2026. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2026 dan 2025
disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8. Saldo Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2026 dan 2025

Tahun

Kode : Penetapan 30 Juni 2026 30 Juni 2025 R
Uraian (Penurunan)
Akun Dokumen (Rp) (Rp)
Piutang (Re)
4251 Pendapatan Penggunaan Sarana dan 2025 2.960.100 0 2.960.100
Prasarana sesuai dengan Tusi
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan 2017 0 0 0
BMN, luran Badan Usaha, dan 2019’ 2025 0 0 0
Catatan Atas Laporan Keuangan Semester | Tahun 2026 BRMP Sulsel 39




UG Kenaikan/
Kode . Penetapan 30 Juni 2026 30 Juni 2025
Uraian (Penurunan)
Akun Dokumen (Rp) (Rp)
Piutang (Re)
Penerimaan Klaim Asuransi BMN 2025 0 0 0
4252 Pendapatan Administrasi Dan Penegakan | 2015, 2016, 2017, 0 0 0
Hukum 2018
2025 0 0 0
4253 Pendapatan Kesehatan. Perlindungan 2025 0 0 0
Sosial. Dan Keagamaan
4254 Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. 2019 0 0 0
dan Teknologi
4257 Pendapatan Bunga. Pengelolaan 2022 0 0 0
Rekening Perbankan dan Pengelolaan 2007. 2009 0 0 0
Keuangan 2017, 2018, 2019, 0 0 0
2020
4258 Pendapatan Denda 2013 0 0 0
2012, 2013, 2016, 0 0 0
2017 2022, 2025
4259 Pendapatan Lain-Lain 2022, 2025 0 50 -50
2013, 2025, 2025 0 0 0
Jumlah 2.960.050 50 2.960.050

Detail rincian Piutang Bukan Pajak untuk masing-masing nama debitur disajikan pada
Lampiran C.8.

Sampai dengan laporan keuangan audited disusun, rincian Piutang Bukan Pajak yang
telah diadministrasikan oleh Kementerian Pertanian belum seluruhnya dilengkapi
informasi tahun penetapan piutang serta dokumen surat penetapan atau surat penagihan
sesuai rincian data belum diadministrasikan dengan baik.

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR
yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat
ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing
disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni
2026 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2026. Rincian saldo Bagian Lancar Tagihan
TP/TGR Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C. 9. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 30 Juni 2026 dan 2025

. 30 Juni 2026 30 Juni 2025 ieyalan
No Uraian (Rp) (Rp) (Penurunan)
(Rp)
1 Tuntutan 0 0 0
Perbendaharaan
2 | Tuntutan Ganti Rugi 0 0 0
Jumlah 0 0 0

Detail rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR untuk masing-masing nama debitur
disajikan pada Lampiran C.9.
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C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan
operasional BLU.

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing
disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per
30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang dari
Kegiatan Operasional BLU per 30 Juni 2026.

Detail rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU untuk masing-masing nama
debitur disajikan pada Lampiran C.10.

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak
dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan
nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing
disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30
Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2026. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih Per 30 Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.11 Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Per 30 Juni 2026 dan 2025

. . Kenaikan
No. Jenis Piutang Sl A Sl A (Penurunan)
(Rp) (Rp) Rp)

1 Piutang Bukan Pajak 0 0 0
Jumlah 0 0 0

2 Bagian Lancar TP 0 0 0
Jumlah 0 0 0

3 Bagian Lancar TGR 0 0 0
Jumlah 0 0 0

4 Piutang dari Kegiatan 0 0 0

Operasional BLU

Jumlah 0 0 0

0 0 0

Rincian Penyisihan Piuutang Tidak Tertagih disajikan pada Lampiran C.11.1,
Lampiran C.11.2, dan Lampiran C.11.3.

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Saldo Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 25.809.700 dan Rp. 24.716.950. Saldo Persediaan per 30 Juni 2026 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 1.092.750 atau 4,42% apabila dibandingkan dengan saldo
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Persediaan per 30 Juni 2026. Rincian saldo Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025
disajikan pada tabel berikut :

Tabel C.12 Saldo Persediaan Per 30 Juni 2026 dan 2025

. . Kenaikan
No. Uraian Persediaan SIS Bl (Penurunan)
(Ro) (Ro) Ro)
1 Barang Konsumsi 0 0 0
2 Bahan untuk Pemeliharaan 0 0 0
3 Suku Cadang 0 0 0
4 Tanah Bangunan untuk dijual atau 0 0 0
diserahkan kepada Masyarakat
5 Hewan dan Tanaman untuk dijual 25.809.700 24.716.950 1.092.750
atau diserahkan kepada
Masyarakat
6 Peralatan dan Mesin untuk dijual 0 0 0
atau diserahkan kepada
Masyarakat
7 Aset Tetap Lainnya untuk 0 0 0
diserahkan kepada Masyarakat
8 Barang Persediaan Lainnya untuk 0 0 0
Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
9 Persediaan Lainnya Untuk 0 0 0
Diserahkan Kepada Masyarakat —
Dalam Proses
10 | Bahan Baku 0 0 0
11 | Persediaan Lainnya 0 0 0
Total 25.809.700 24.716.950 1.092.750

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat mutasi kurang saldo Persediaan dengan
nilai signifikan antara lain Persediaan berupa hewan dan tanaman untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp. 1.092.750.

Berdasarkan Laporan BMN, saldo barang persediaan yang tidak dikuasai per 30 Juni
2026 disajikan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.12. Rekap Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai
per 30 Juni 2026
No. Jenis Persediaan Kuantitas Nilai (Rp)

1 Barang Persediaan Lainnya untuk 0 0
Dijual/Diserahkan ke Masyarakat

Peralatan dan Mesin untuk dijual atau 0 0
diserahkan kepada Masyarakat

Jumlah 0

2 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau 0 0
diserahkan kepada Masyarakat

Jumlah 0 0

Total 0 0

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
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Saldo Aset Tetap per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp.
1.667.827.258.165. dan Rp. 1.667.827.258.165. Saldo Aset Tetap per Juni 2026 tidak
mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per Juni 2025.
Rincian saldo Aset Tetap per Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per Juni 2026 dan 2025

. . Kenaikan
No Jenis Aset Tetap A AP AT A (Penurunan)
(Rp) (Rp (Rp)
1.621.222.705.657 1.621.222.705.657 0
1 Tanah
2 Peralatan dan Mesin 24.109.461.758 25.300.917.708 1.191.455.950
3 | Gedung dan Bangunan 46.522.735.932 46.522.735.932 0
L . 24.861.609.973 24.861.609.973 0
4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya 642.090.500 642.090.500 0
6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0 0

8 | Akumulasi Penyusutan

49.531.345.655

50.722.801.605

1.191.455.950

Jumlah

1.667.827.258.165

1.667.827.258.165

0

C.1. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp.

1.621.222.705.657 dan Rp. 1.621.222.705.657. Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2026

tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Tanah per

Juni 2025. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.
Tabel C.13.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

Uraian Nilai Perolehan (Rp)
1.621.222.705.657

Saldo Tanah 30 Juni 2025

Mutasi Tambah

Transfer Masuk

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah
Reklasifikasi Masuk

Perolehan Lainnya

Saldo Awal

Hibah Masuk

Perubahan Pl ke BMN

Mutasi Kurang

Transfer Keluar

Koreksi Pencatatan

Hibah Keluar

Reklasifikasi Keluar

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

olo|lo|ooo|lo|o|ofo|o|o|olo|o

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan
Saldo Tanah 30 Juni 2026

Uc»mnwm—xoxnc»mnwm—\w:bg

1.621.222.705.657
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Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.13.2. Rincian Tanah Berdasarkan NUP

Kenaikan
Juni 2026 Juni 2025 (Penurunan)
No. NUP
(Rp) (Rp
(Rp)
1. | Lab. Tanah Maros 5.093.406.657 5.093.406.657 0
Nup.1
2. | KP. Gowa Nup.3 1273.045.498.000 | 1.273.245.498.000 0
3. | KP. Jeneponto 56.198.255.000 56.198.255.000 0
Nup. 2
4. | KP. Luwu Nup. 4 53.027.334.000 53.027.334.000 0
5. | KP. Luwu Nup. 2 13.532.908.000 13.532.908.000 0
6. | Kantor Induk BSIP 57.994.671.000 57.994.671.000 0
SulSel Nup.3
7. | KP. Bone —Bone 40.134.540.676 40.134.540.676 0
Nup.5
8 | KP. Bone - Bone 1.267.916.092.324 | 1.267.916.092.324 0
Nup.5
Jumiah 1.621.222.705.657 | 1.621.222.705.657 0

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan, terdapat 1 NUP Aset Tetap Tanah yang
dicatat dengan nilai perolehan sebesar Rp. 1.267.916.092.324 belum didukung bukti

kepemilikan berupa sertipikat, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.
Tabel C.13 Rekap Aset Tetap Tanah Belum Bersertifikat

No Jenis Tanah NUP Nilai Perolehan (Rp)
1 | Tanah Kebun Entries 5 1.267.916.092.324
Jumlah 1.267.916.092.324

C.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan
sebesar Rp. 24.109.461.758 dan Rp. 25.300.917.708. Saldo Aset Tetap Peralatan dan
Mesin per Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.191.455.950 atau 2,35%
apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Juni 2025.
Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Juni 2026 disajikan pada tabel
berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No. Uraian Nilai Perolehan (Rp)
A | Saldo Peralatan Mesin per Juni 2025 25.300.917.708
B | Mutasi Tambah 0
1 | Transfer Masuk 0
2 | Pembelian 0
3 Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan 0

penggunaan aktif
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No. Uraian Nilai Perolehan (Rp)
4 | Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah 0
5 | Reklasifikasi Masuk 0
6 | Perolehan Lainnya 0
7 | Saldo Awal 0
8 | Hibah Masuk 0
9 | Pengembangan Melalui KDP 0
10 | Pengembangan Nilai Aset (Langsung) 0
11 | Reklasifikasi Masuk dari Persediaan 0
12 | Koreksi Susulan 0
13 | Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 0
C | Mutasi Kurang 1.191.455.950
1 | Transfer Keluar 0
2 | Koreksi Pencatatan 0
3 | Hibah Keluar 0
4 | Reklasifikasi Keluar 0
5 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang 0
6 | Penghentiaan Aset Dari Penggunaan 0
7 Penghapusan 1.191.455.950
8 | Reklasifikasi Keluar ke Persediaan 0
D Saldo Peralatan Mesin per Juni 2025 24.109.461.758

C.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh

gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Juni 2026 dan 2025 masing-masing
disajikan sebesar Rp. 46.522.735.932 dan Rp. 46.522.735.932. Saldo Aset Tetap Gedung
dan Bangunan per Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan
saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Juni 2025. Rincian mutasi Aset Tetap
Gedung dan Bangunan per Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

Nilai Perolehan

No. Uraian (Rp)
A | Saldo Gedung Bangunan per Juni 2025 46.522.735.932
B | Mutasi Tambah 0
1 Transfer Masuk 0
2 Pembelian 0
3 Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif
4 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah 0
5 Reklasifikasi Masuk 0
6 Perolehan Lainnya 0
7 Saldo Awal 0
8 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 0
9 Hibah Masuk 0
10 | Pengembangan Melalui KDP 0
11 Pengembangan Nilai Aset (Langsung) 0
12 | Koreksi Susulan 0
13 | Penerimaan Aset Tetap Renovasi 0
14 | Reklasifikasi Masuk dari Persediaan 0
15 | Penyelesaian Pembangunan Langsung 0
C | Mutasi Kurang 0
1 Transfer Keluar 0
Catatan Atas Laporan Keuangan Semester | Tahun 2026 BRMP Sulsel 45




Nilai Perolehan
(Rp)

z
©

Uraian

Koreksi Pencatatan

Hibah Keluar

Reklasifikasi Keluar

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan

Penghapusan

Reklasifikasi Keluar ke Persediaan

ojo|o|o|o|o|o|o

Perubahan BMN Ke PI

O o|o(N|o|o|lw|N

Saldo Gedung Bangunan per Juni 2026 46.522.735.932

C.4. Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun
oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap
dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per Juni 2025 dan 2025 masing-masing
disajikan sebesar Rp. 24.861.609.973 dan Rp. 24.861.609.973. Saldo Aset Tetap Jalan
Irigasi dan Jaringan per Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan
dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per Juni 2025. Rincian mutasi Aset
Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

Nilai Perolehan
(Rp)

Saldo Jalan Irigasi Jaringan Juni 2025 24.861.609.973

Mutasi Tambah

Transfer Masuk

Pembelian

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

Reklasifikasi Masuk

Perolehan Lainnya

Saldo Awal

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP

Pengembangan Melalui KDP

Koreksi Susulan

Total Mutasi Kurang

Transfer Keluar

Koreksi Pencatatan

Hibah Keluar

Reklasifikasi Keluar

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan

Penghapusan

Saldo Jalan Irigasi Jaringan Juni 2026 24.861.609.973

4
o

Uraian
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C.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per Juni 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp.
642.090.500 dan Rp. 642.090.500. Saldo Aset Tetap Lainnya per Juni 2025 tidak
mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per Juni
2025. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.
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Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

4
o

Uraian

Nilai Perolehan
(Rp)

Saldo Aset Tetap Lainnya Juni 2025

642.090.500

Mutasi Tambah

0

Transfer Masuk

Pembelian

W|IN=|m >

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan
penggunaan aktif

ofo|o

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah

Reklasifikasi Masuk

Saldo Awal

Koreksi Susulan

Penyelesaian Pembangunan Langsung

Mutasi Kurang

Transfer Keluar

Koreksi Pencatatan

Hibah Keluar

Reklasifikasi Keluar

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan

Penghapusan

OoO|o|o|o|o|o|o|e|o|o|o|o|o
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Saldo Aset Tetap Lainnya Juni 2026

642.090.500

C.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya

dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan
sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per Juni 2026 tidak
mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan
per Juni 2025. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per Juni 2025 disajikan pada

tabel berikut.

Tabel C.18.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian

Nilai Perolehan (Rp)

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Juni 2025

Mutasi Tambah

Perolehan/Penambahan KDP

Pengembangan KDP

Koreksi Nilai KDP Bertambah

Reklasifikasi Masuk KDP

Perolehan Lainnya KDP

Saldo Awal KDP

Mutasi Kurang

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP

Pengembangan Melalui KDP

Koreksi Pencatatan KDP

Penghapusan/Penghentian KDP

Koreksi Nilai KDP Berkurang

Reklasifikasi Keluar KDP

Transfer Keluar KDP

anc»m-nwm—sooum.hwm—nw:bg

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Juni 2026

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Rincian saldo KDP per 30 Juni 2026 menurut (satker) disajikan pada Lampiran C.18.
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C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang
dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Juni 2026 dan 2025 masing-masing
disajikan sebesar Rp. 49.531.345.655 dan Rp. 50.722.801.605. Saldo Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap per Juni 2026 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.191.455.950
apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Juni 2025.
Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Juni 2025 disajikan pada tabel
berikut:

Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 30 Juni 2026 dan 2025

Juni 2026 Juni 2025 PKe"a'ka"
No. Jenis Aset Tetap (Penurunan)
R R
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Peralatan dan Mesin
22.734.751.362 23.926.207.312 1.191.455.950
2 Gedung dan Bangunan
15.131.815.203 15.131.815.203 -
3 Jalan dan Jembatan
366.595.421 366.595.421 -
4 Irigasi
11.168.068.226 11.168.068.226 -
5 Jaringan
130.115.443 130.115.443 -
Jumlah 49.531.345.655 50.722.801.605 - 1.191.455.950

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap

sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

) KenaikanIPenurunan Nilai Beban o
No Jenis Aset Tetap |:'er;‘o«kumtulam Penyusutan (Rp) Selisih (Rp)
yusutan (Rp)

1 Peralatan dan Mesin - 1.191.455.950 - 1.191.455.950 0
2 Gedung dan Bangunan B B 0
3 Jalan dan Jembatan B B 0
4 Irigasi B B 0
5 Jaringan - - 0
Jumiah - 1.191.455.950 - 1.191.455.950 0

Selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban

Penyusutan sebesar Rp0,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :
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Akun Beban Penyusutan Penjelasan Selisih Nilai

Transfer Keluar

Transfer Masuk

Beban Penyusutan

Peralatan dan Mesin Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Beban Kerugian Pelepasan Aset

Jumlah

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Transfer Keluar

Transfer Masuk

Beban Penyusutan

Gedung dan Bangunan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Beban Kerugian Pelepasan Aset

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Jumlah

Transfer Keluar

Beban Penyusutan Jalan

dan Jembatan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Beban Kerugian Pelepasan Aset

Transfer Keluar

Transfer Masuk

Beban Penyusutan Irigasi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

Beban Kerugian Pelepasan Aset

Transfer Keluar
Beban Penyusutan Transfer Masuk
Jaringan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Beban Kerugian Pelepasan Aset

Jumlah

Transfer Keluar

Beban Penyusutan Aset Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

O | Ol Ol Ol O O] O] O] O] Ol Ol O| O| O]l | o0 ol Ol O | O] o] ol o o o] oo

Tetap Lainnya
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya
Jumlah
PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk

meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam
produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau

2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.8. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00
dan Rp0,00. Saldo Properti Investasi per Juni 2026 tidak mengelami perubahan apabila
dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per Juni 2025. Rincian saldo Properti
Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.
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Tabel C.20.1 Saldo Properti Investasi per Juni 2026 dan 2025

. . Kenaikan
No Jenis Aset AT AU A Pk (Penurunan)
(Rp) (Rp) R
(Rp)
1 0 0 0 0
2 |0 0 0 0
3 | Dst 0 0 0
Jumlah 0 0 0

Sehubungan dengan penyajian Properti Investasi, Kementerian Pertanian berpedoman
pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3813/KPTS/PL-330/A4/11/2025 tanggal 11
November 2025 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi BMN yang Memenuhi
Karakteristik Properti Investasi Lingkup Kementerian Pertanian.

C.9. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per Juni 2026 dan 2025 masing-masing
disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per
Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi
Penyusutan Properti Investasi per Juni 2025. Properti Investasi yang disusutkan hanya
aset berupa Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.21.1 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
per Juni 2025 dan 2025

. . Kenaikan
No jenis Aset Jur(|I|§2;)26 Jur(1||?2()J25 (Penurunan)
P P (Rp)
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 dst 0 0 0
Jumlah 0 0 0

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima
dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang per Juni 2026 tidak mengalami
perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang per Juni 2025.
Rincian saldo Piutang Jangka Panjang per Juni 2026 dan 2025 disajikan pada tabel
berikut.

Tabel C.5 Saldo Piutang Jangka Panjang per Juni 2026 dan 2025

. Juni2026 | Juni2025 | Kenaikan
No Uraian (Rp) (Rp) (Penurunan)
(Rp)
1 Piutang Tagihan TP/TGR 0 0 0
2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Tagihan TP/TGR 0 0 0
3 Piutang Jangka Panjang Lainnya 0 0 0
4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Jangka 0 0 0
Panjang Lainnya

Jumlah 0 0 0
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C.10. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai
atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan
Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan
ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat
langsung ataupun tidak lagsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi
kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian
negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per Juni 2025 tidak mengalami
perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per Juni 2025.
Saldo Piutang Tagihan TP/TGR yang disajikan seluruhnya merupakan Piutang Tagihan
TGR dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.22.1 Saldo Tagihan TGR Per 30 Juni 2026 dan 2025

. L Juni 2026 Juni 2025 oLl
Debitur Penetapan (Rp) (Rp) Penurunan
Dokumen P P (Rp)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 0 0 0

Rincian Tagihan TGR per 30 Juni 2026 dapat dilihat pada Lampiran C.22.

C.11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih —- TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — TP/TGR per Juni 2026 dan 2025 masing-
masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih —
TP/TGR per Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — TP/TGR per Juni 2025. Rincian saldo Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih — TP/TGR per Juni 2026 dan 2025 disajikan pada table berikut.

Tabel C.23.1 Saldo Tagihan TP/TG Per 30 Juni 2026 dan 2025

. Tahun Juni 2026 Juni 2025 Kenaikan/
Debitur Penetapan (Rp) (Rp) Penurunan
Dokumen p p (Rp)
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 0 0 0

C.12. Piutang Jangka Panjang Lainnya
Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan
angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka
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panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka
waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan
sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per Juni 2026 tidak
mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Jangka Panjang
Lainnya per Juni 2025. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya per Unit Eselon I dapat
dilihat pada Lampiran 0.

C.13. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih — Piutang Jangka Panjang Lainnya per Juni
2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih — Piutang Jangka Panjang Lainnya per Juni 2026 tidak mengalami
perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih —
Piutang Jangka Panjang Lainnya per Juni 2025.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.
Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang
jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan fihak ketiga
(kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 617.159.297 dan Rp. 617.159.297. Saldo Aset Lainnya per Juni 2026 mengalami
kenaikan / penurunan sebesar Rp. 0 atau 0% apabila dibandingkan dengan saldo Aset
Lainnya per Juni 2026. Rincian saldo Aset Lainnya per Juni 2026 dan 2025 disajikan
pada tabel berikut:

Tabel C.6 Rincian Saldo Aset Lainnya Per 30 Juni 2026 dan 2025

. Juni 2026 Juni 2025 Kenaikan
No Uraian (Rp) (Rp) (Penurunan)
(Rp)
Aset Tak Berwujud 0 0 0
2 Dana yang Dibatasi Penggunaannya 0 0 0
3 | Aset Lain-lain 1.459.710.000 976.583.000 483.127.000
4 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain- | - 842.550.703 | - 359.423.703 - 483.127.000
Lain/Amortisasi
Jumlah 617.159.297 617.159.297 0

C.14. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau
jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 0.00 dan Rp. 0.00. Saldo Aset Tak Berwujud per Juni 2026 tidak mengalami
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perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per Juni 2025. Rincian
mutasi Aset Tak Berwujud per per Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.26.1 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per Juni 2026 dan 2025
Uraian Nilai Perolehan (Rp)

Saldo ATB Juni 2025

Saldo Awal

Mutasi Tambah

Pembelian

Pengembangan Nilai Aset (Langsung)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP
Perolehan Lainnya

Mutasi Kurang

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan
Transfer Keluar

Saldo ATB Juni 2026

Uoo\lnmm-hwmmA:bg

olo|0o|o|O|Oo|Oo|0|O(O|O0|©

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut:
Tabel C.26.2 Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

. 30 Juni 2026 30 Juni 2025 LT
No Uraian (Rp) (Rp) (Penurunan)
(Rp)
1 | Hak Cipta 0 0 0
2 | Paten 0 0 0
3 Software 0 0 0
4 | Lisensi 0 0 0
5 Hasil Kajian/Penelitian 0 0 0
6 i\sgt Tak  Berwujud 0 0 0
ainnya

Jumlah 0 0 0

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Lampiran C.26.2.
C.15. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah,
namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai
kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan
atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk
membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak
diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Juni 2026 dan 2025 masing-masing
disajikan sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per
Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0% apabila
dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Juni 2025. Rincian
mutasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya per Juni 2025 disajikan pada tabel berikut:
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Tabel C.27.1 Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya
Per 30 Juni 2026 dan 2025

Jumlah . . Kenaikan
No Keterangan Paket el Jl(l;:)?OZG el Jl(l;:)?OZS (Penurunan)
Pekerjaan (Rp)
1| i | : : :
2 10 0 0 0 0
3 | dst 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0

Berdasarkan PMK Nomor 109 tahun 2025, untuk pekerjaan yang belum diselesaikan
pada akhir tahun angggaran dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui
Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Mekanisme pembayaran
melalui RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat
prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening
penampungan terlebih dahulu sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman,
efektif, efisien dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan
pembayaran pada akhir tahun anggaran.
Adapun jenis pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme pembayaran melalui
RPATA berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2025 yaitu:
1. Pekerjaan yang direncanakan diserahterimakan diantara batas pengajuan tagihan
kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai
dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya.
2. Pekerjaan dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan mekanisme:
a. LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; dan
b. LS Non Kontraktual tanggap darurat bencana
3. Dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan yaitu pekerjaan yang dibiayai
dari pendapatan BLU.
Atas dana RPATA yang telah disajikan di Neraca per Juni 2026, telah terdapat realisasi
pembayaran di Tahun 2025 sebesar Rp0,00. Rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 0.

C.16. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak
dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan
kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 1.459.710.000 dan Rp. 976.583.000. Saldo Aset Lain-Lain per Juni 2026 mengalami
penurunan sebesar Rp. 483.127.000 atau 33,10% apabila dibandingkan dengan saldo Aset
Lain-Lain per Juni 2025. Rincian Aset Lain-Lain per Juni 2026 disajikan pada tabel
berikut.

Tabel C.28.1 Saldo Aset Lain-Lain Per 30 Juni 2026 dan 2025

. . Kenaikan
No. Klasifikasi S A el I(Penurunan)
(Rp) (Rp) =
(Rp)
1 Aset Tetap yang

dihentikan 0

Penggunaannya Tanah 0 0
Peralatan dan Mesin 492.360.000 0 492.360.000
Gedung dan Bangunan 967.350.000 976.583.000 -9.233.000
Jalan Irigasi Jaringan 0 0 0
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. . Kenaikan
No. Klasifikasi SIS SIS I(Penurunan)
(Rp) (Rp)
(Rp)
Aset Tetap Lainnya 0 0 0
2 ATB yang Dihentikan 0
Penggunaannya Aset Tak Berwujud 0 0
3 Belanja 526 Belum | Kegiatan ekstensifikasi lahan 0
Didukung Bukti | Tahun Ox di Kabupaten 0
Pertanggungjawaban Provinsi 0 0 0
Total 1.459.710.000 976.583.000 483.127.000

C.17. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama
masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap.
Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus
diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi
oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per Juni 2026 dan
2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 842.550.703 dan Rp. 348.269.840. Saldo
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per Juni 2025 mengalami
penurunan sebesar Rp. 494.280.863 atau 58,66% apabila dibandingkan dengan saldo
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per Juni 2025. Rincian
mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per Juni 2025
disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.29.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

o - 30 Juni 2026 30 Juni 2025 (P'Zf"l‘ﬁﬂ‘:a"n)
(Rp) (Rp) (Ro)
1 ATB Hak Cipta 0 0 0
Paten 0 0 0
Software 0 0 0
Lisensi 0 0 0
Hasil Kajian/Penelitian 0 0 0
ATB Lainnya 0 0 0
Jumlah 0 0 0
2 Aset Lain-Lain Tanah 0 0 0
Peralatan & Mesin 0 0 0
Gedung dan Bangunan 0 0 0
Jalan Irigasi dan Jaringan 0 0 0
Aset Tetap Lainnya 838.575.703 344.294.840 494.280.863
Aset Tak Berwujud 3.975.000 3.975.000 0
Jumlah 0 0 0
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Kenaikan

30 Juni 2026 30 Juni 2025
No. Uraian (Penurunan)
R| R|
(Rp) (Rp) (Rp)
Total 842.550.703 348.269.840 494.280.863
KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 2.175.305.124 dan Rp. 0. Saldo Kewajiban per Juni 2025 mengalami kenaikan
sebesar Rp. 2.175.305.124 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per
Juni 2025. Saldo Kewajiban per Juni 2026 yang disajikan seluruhnya merupakan
Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam
waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan
sebesar Rp. 2.175.305.124 dan Rp. 0. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per Juni 2026
mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.175.305.124 atau 100% apabila dibandingkan dengan
saldo Kewajiban Jangka Pendek per Juni 2025. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek
per Juni 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 30 Juni 2026 dan 2025

. 30 Juni 2026 30 Juni 2025 Kenaikan
No Uraian (Penurunan)
(Rp) (Rp) (Rp)

1 Utang kepada Pihak Ketiga 2.175.305.124 0 2.175.305.124
2 Pendapatan Diterima Dimuka 0 0 0
3 Uang Muka Dari KPPN 0 0 0
4 Utang Jangka Pendek Lainnya 0 0 0

Jumlah 2.175.305.124 0 2.175.305.124

C.18. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak
pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang
sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan,
dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan
pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang
pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya
berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan pengganggaran dan
pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan
sebesar Rp. 2.175.305.124 dan Rp. 0. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per Juni 2025
mengalami penurunan sebesar Rp. 2.175.305.124 atau 100% apabila dibandingkan
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dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per Juni 2025. Rincian saldo Utang kepada
Pihak Ketiga per Juni 2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Per 30 Juni 2026 dan 2025

. 30 Juni 2026 30 Juni 2025 Kenaikan
No Uraian (Rp) (Rp) (Penurunan)
(Rp)
1 Utang Belanja | Belanja Gaji dan Tunjangan 427.397.752 0 427.397.752
Pegawai PNS
Belanja Gaji dan Tunjangan 44.217.552 0 44.217.552
PPPK
Jumlah 0 0 0
2 Utang Belanja | Belanja Barang Operasional 298.833.247 0 298.833.247
Barang dan ["Belanja Barang Non 1.266.920.000 0 1.266.920.000
Jasa Operasional
Belanja Jasa 18.000.000 0 18.000.000
Beban Pemeliharaan 77.000 0 0
Beban Perjalanan Dinas 106.310.000 0 106.310.000
Jumlah 0 0 0
3 Utang Belanja | Belanja Modal Gedung dan 0 0 0
Modal Bangunan
Jumlah 0 0 0
4 Utang kepada | Belanja Barang 0 0 0
Pihak Ketiga
BLU
Jumlah 0 0 0
Total 2.175.305.124 0 2.175.305.124

C.19. Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan
tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada
pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada
penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.
Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per Juni 2025 dan 2025 masing-masing disajikan
sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per Juni 2025 tidak
mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka
per Juni 2025. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per Juni 2025 dan 2025
disajikan pada tabel berikut:

Tabel C.31.1 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 30 Juni 2026 dan 2025

No

Jenis PNBP

30 Juni 2026

(Rp)

30 Juni 2025

(Rp)

Kenaikan
(Penurunan)

1 Pendapatan
Penjualan.
BMN,
Usaha, dan Penerimaan
Klaim Asuransi BMN

Dari
Pengelolaan

luran Badan

2 Pendapatan Administrasi
dan Penegakan Hukum

Total
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C.20. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran
Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN
sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 1.693.650.000 dan Rp 0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per Juni 2025 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 1.693.650.000 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Uang
Muka dari KPPN per Juni 2025.

C.21. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek
dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka
panjang.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per per Juni 2026 dan 2025 masing-masing
disajikan sebesar Rp. 31.437.000 dan Rp0,00. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per
Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 31.437.000 atau 100% apabila dibandingkan
dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026.

C.22. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 1.666.272.715.138 dan Rp. 1.668.469.134.462. Saldo Ekuitas per Juni 2026
mengalami penurunan sebesar Rp. (2.196.419.324) atau 0,13% apabila dibandingkan
dengan saldo Ekuitas per Juni 2025.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan
program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan
beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada
pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2025

Uraian Tahun 2026 Tahun 2025
(Rp) (Rp)
Pendapatan Operasional 968.454.329 369.549.100
Beban Operasional 12.782.241.791 11.125.650.395
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional (11.813.787.462) (10.756.101.295)

PENDAPATAN OPERASIONAL
Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama
pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-
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program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat
non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 968.454.329 dan Rp. 369.549.100. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025
mengalami kenaikan sebesar Rp. 598.905.229 atau 162,06% apabila dibandingkan
dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari
aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari
pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00
dan Rp0,00. Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila
dibandingkan dengan nilai Pendapatan BLU Tahun 2025. Rincian nilai Pendapatan BLU
Tahun 2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1.1 Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2025

Kenaikan
Uraian Tah:glp?OZS Tah:glp?OZS (Penurunan)
(Rp)
Pendapatan Jasa

Layanan Umum

Pendapatan Hasil Kerja
Sama BLU

Pendapatan BLU
Lainnya

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU di LRA dengan nilai Pendapatan BLU di LO
disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.1.2 Perbandingan Pendapatan BLU Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian LRA (Rp) LO (Rp) Selisih (Rp)
Pendapatan Jasa
Layanan Umum

Pendapatan Hasil Kerja
Sama BLU

Pendapatan BLU
Lainnya

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah
pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan
sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan
sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 968.454.329 dan Rp. 369.549.100. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2026
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mengalami kenaikan sebesar Rp. 598.905.229 atau 162,06% apabila dibandingkan
dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2026 di LRA disajikan sebesar
Rp. 1.061.036.126 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2026 di LO
disajikan sebesar Rp. 968.454.329 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 92.581.797,
merupakan pendapatan PNBP Umum.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas
pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan
fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi
(seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan
pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.
Nilai Beban Operasional Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 12.782.241.791 dan Rp. 11.125.650.395. Nilai Beban Operasional Tahun 2026
mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.656.591.396 atau 14,89% apabila dibandingkan
dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2025.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan
pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi
atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.
Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu
komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 4.771.098.816 dan Rp. 4.682.942.708 Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 88.156.108 atau 1,82% apabila dibandingkan dengan nilai Beban
Pegawai Tahun 2025. Rincian Beban Pegawai Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel
berikut:

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2025

. Tahun 2026 Tahun 2025 Kenaikan
Uraian (Penurunan)
(Rp) (Rp) (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS 5.250.388.960 5.325.577.400 - 75.188.440
Beban Pembulatan Gaji PNS 64.699 69.432 4.733
Beban Tunj. Suami/lstri PNS 343.693.300 356.200.980 - 12.507.680
Beban Tunj. Anak PNS 85.189.458 92.159.072 6.969.614
Beban Tunj. Struktural PNS 22.680.000 25.200.000 2.520.000
Beban Tunj. Fungsional PNS 520.205.000 493.344.000 26.861.000
Beban Tunj. PPh PNS 61.617.655 58.025.981 3.591.674
Beban Tunj. Beras PNS 235.002.900 248.473.020 - 13.470.120
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Kenaikan

Uraian Tah;.l;p?OZG Tah;.l;p?OZS (Penurunan)
(Rp)
Belanja Gaji Pokok PNS 3.170.092.140 3.376.694.600 | - 206.602.460
Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.263 41.895 1.632-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 217.845.450 221.795.010 | - 3.949.560
Belanja Tunj. Anak PNS 52.961.840 54.515.064 | - 1.553.224
Belanja Tunj. Struktural PNS 17.010.000 16.200.000 810.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS 340.573.000 332.370.000 8.203.000
Belanja Tunj. PPh PNS 56.096.579 55.251.600 844.979
Belanja Tunj. Beras PNS 144.115.800 150.850.860 | - 6.735.060
Belanja Uang Makan PNS 259.224.000 282.566.000 | - 23.342.000
Belanja Tunjangan Umum PNS 56.240.000 63.810.000 | - 7.570.000
Belanja Gaji Pokok PPPK 324.781.181 99.327.417 225.453.764
Belanja Pembulatan Gaji PPPK 21.213 1.883 19.330
Belanja Tunjangan Suami/lstri PPPK 20.099.678 5.634.050 14.465.628
Belanja Tunjangan Anak PPPK 5.028.945 1.479.237 3.549.708
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 15.943.332 3.915.832 12.027.500
Belanja Tunjangan Beras PPPK 21.104.395 6.252.260 14.852.135
Belanja Uang Makan PPPK 40.891.000 7.242.000 33.649.000
Belanja Tunjangan Umum PPPK 15.375.000 4.995.000 10.380.000
Belanja Uang Lembur 13.655.000 13.655.000
Belanja Uang Lembur PPPK - -
Jumlah
4.771.098.816 4.682.942.708 88.156.108

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO

disajikan pada tabel berikut :
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Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2026 di LRA dengan LO

Uraian LRA (Rp) LO (Rp) Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaiji & Tunjangan PNS 3.886.801.500 4.314.199.072 427.397.572
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat
Negara
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non
PNS
Belanja/Beban Gaiji dan Tunjangan PPPK 399.027.192 443.244.744 44.217.552
Belanja/Beban Lembur 13.655.000 13.655.000 0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai
Transito

Jumlah 4.300.100.512 4.771.098.816 471.615.124

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan
nilai Beban Pegawai di LO.

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan
atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini
mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka
pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 475.332.210 dan Rp. 2.500.000. Nilai Beban Persediaan Tahun 2026 mengalami
kenaikan sebesar Rp. 472.832.210 atau (18.913,28)%, apabila dibandingkan dengan nilai

Beban Persediaan Tahun 2025.

Rincian Beban Persediaan Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut.
Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2025

Uraian Tahun 2026 Tahun 2025 (Pﬁ?ﬂﬂ(::n)
(Rp) (Rp) (Rp)
Beban Barang
Beban Barang Operasional
Beban Barang Non Operasional
Beban Kontribusi dan Kompensasi
Beban Barang Persediaan 475.332.210 2.500.000 472.832.210
Beban Pemeliharaan
Beban Persediaan Konsumsi
Beban BLU
Beban Barang BLU
Jumlah 475.332.210 2.500.000 472.832.210

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU
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Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain
barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan
selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2026 di LRA dengan LO
Uraian LRA (Rp) LO (Rp) Selisih (Rp)

Belanja/Beban Barang

Belanja/Beban Barang Operasional

Belanja/Beban Barang Non Operasional

Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi

Belanja/Beban Barang Persediaan 452.527.210 475.332.210 - 22.805.000

Belanja/Beban Pemeliharaan

Belanja/Beban BLU

Belanja/Beban Barang BLU

Jumlah 452.527.210 475.332.210 - 22.805.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan
nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp. 22.805.000. Penjelasan atas selisih tersebut
sebagai berikut:

Uraian Nilai
Tercatat sebagai Persediaan 0
Saldo awal 0
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses 1.897.750
Transfer Keluar 0
Transfer Masuk 0
Koreksi Nilai Persediaan 0
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya 0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 0
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang 19.600.000
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 0
Beban Kerugian Pelepasan Aset 0
Beban Persediaan Rusak/Usang 1.307.250
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi 0
Jumlah 22.805.000

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan
barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.
Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi,
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konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional

pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 10.047.962.686 dan Rp. 7.377.568.184. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025
mengalami penurunan sebesar Rp. 2.670.394.502 atau 36,19% apabila dibandingkan
dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun
2025 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 dan 2025

Kenaikan
Uraian Tah;.l;p?OZG Tah:anp§025 (Penurunan)
(Rp)
Beban Barang
Beban Barang Operasional 2.782.739.176 2.673.396.948 109.342.228
Beban Barang Non Operasional 2.717.646.516 647.491.100 2.070.155.416
Beban Kontribusi dan Kompensasi 0 0 0
Beban Jasa
Beban Jasa 315.843.128 233.563.856 82.279.272
Beban BLU
Beban Barang BLU 0 0 0
Jumlah 5.816.228.820 3.554.451.904 2.261.776.916

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan
Jasa di LO disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 di LRA dengan LO

Uraian LRA (Rp) LO (Rp) Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang
Belanja/Beban Barang Operasional 2.782.739.176 2.559.880.929 222.858.247

Belanja/Beban
Operasional

Barang Non

2.717.646.516

1.374.751.516

1.342.895.000

Belanja/Beban  Kontribusi  dan

Kompensasi

Belanja/Beban Jasa

Belanja/Beban Jasa

315.843.128

297.843.128

18.000.000

Belanja/Beban BLU

Belanja/Beban Barang BLU

Jumlah

5.816.228.820

4.232.475.573

1.583.753.247

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA
dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp. 1.583.753.247, berupa beban
operasional, beban non operasional dan beban jasa profesi .

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut:

Uraian

Nilai

SPM SP2D/Belanja

1.583.753.247

Pencatatan Hibah 0
Tercatat sebagai Beban Banpem 0
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Penurunan Beban Pegawai Dibayar Dimuka

Penurunan Piutang

Tercatat sebagai KDP

Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar

Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL

Pendapatan Perolehan Aset Lainnya

Koreksi Pencatatan Beban

oOjJ]o|]o|]o|l]o|]o]|]o]|o

Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi

Jumlah 1.583.753.247

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap
atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan
kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah
kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban
pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya
mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 1.238.230.625 dan Rp. 729.214.545. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2026
mengalami kenaikan sebesar Rp. 509.016.080 atau 69,80% apabila dibandingkan dengan
nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar
Rp. 1.238.153.625, nilai Beban Pemeliharaan di LO sama dengan di LRA sebesar
Rp. 1.238.230.625. nilai beban tersebut adalah:

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO
Uraian LRA (Rp) LO (Rp) Selisih (Rp)

Belanja/Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 590.574.605 590.651.605 77.000

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

537.379.020 537.379.020 0

Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan
Jaringan 110.200.000 110.200.000 0
Beban Persediaan bahan untuk
pemeliharaan dan suku cadang

Belanja/Beban BLU

Belanja/Beban Pemeliharaan BLU

Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel

Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan
Bangunan

Jumlah 1.238.153.625 1.238.230.625 77.000

Terdapat selisih antara Beban pemeliharaan di LO senilai Rp. 77.000 dengan beban
pemeliharaan di LRA.
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Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian Nilai

SPM SP2D/Belanja 77.000

Tercatat sebagai Beban Persediaan konsumsi

Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan

Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang

Tercatat sebagai KDP

Penurunan Beban Barang yang Masih Harus Dibayar

Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL

Penurunan Pendapatan Perolehan Aset Lainnya

Koreksi Pencatatan Beban

Jumlah 77.000

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas,
yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan
perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui
sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp. 460.444.070 dan Rp. 220.803.055. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2026
mengalami kenaikan sebesar Rp. 239.641.015 atau 108,53% apabila dibandingkan
dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar
Rp. 354.134.070, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO sama sebesar Rp. 460.444.070.
Penjelasan tersebut sebagai berikut:

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian LRA (Rp) LO (Rp) Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 285.779.070 296.839.070 11.060.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.695.000 96.945.000 95.250.000
Belar)ja Perjalanan Dinas Paket 66.660.000 66.660.000 0
Meeting Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas Paket
Meeting Luar Kota
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar
Negeri
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya -
Luar Negeri
Belanja Perjalanan

Jumlah 460.444.070 354.134.070 106.310.000

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.
Uraian Nilai

SPM SP2D/Belanja 106.310.000
Penurunan Beban Barang yang Dibayar Dimuka 0
Penurunan Piutang 0
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Penurunan Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL 0

Kenaikan Beban Barang Non Operasional Lainnya 0

106.310.000

Jumlah

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat
pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada
masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam
kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk
mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2026 dan 2025 masing-
masing disajikan sebesar Rp. 20.907.250 dan Rp. 1.295.000. Nilai Beban Barang untuk
Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar
Rp. 19.612.250 atau 1.514,45% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk
Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan
kepada Masyarakat Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.8.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2025

. Tahun 2026 Tahun 2025 (Il
Uraian (Penurunan)
(Rp) (Rp) (Rp)

Beban Barang untuk diserahkan 20.907.250 1.295.000 19.612.250
Kepada masyarakat/Pemda
Beban Barang Penunjang DK dan TP 0 0 0
untuk diserahkan kepada
masyarakat/Pemda
Belanja Barang Lainnya untuk 0 0 0
diserahkan  Kepada Masyarakat/
Pemda

Jumlah 20.907.250 1.295.000 19.612.250

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA
dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada

tabel berikut.

Tabel D.8.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian LRA (Rp) LO (Rp) Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang untuk 0 20.907.250 20.907.250
diserahkan Kepada
masyarakat/Pemda
Belanja/Beban Barang Penunjang DK 0 0 0
dan TP untuk diserahkan kepada
masyarakat/Pemda
Belanja/Beban Barang Lainnya untuk 0 0 0
diserahkan  Kepada Masyarakat/
Pemda

Jumlah 0 20.907.250 20.907.250

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai
suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset
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yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan
manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan
sebesar Rp. 0 dan Rp. 1.934.443.183. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun
2026 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.934.443.183 atau 0,00% apabila dibandingkan
dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2026. Rincian Beban Penyusutan
dan Amortisasi Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2025

Kenaikan/
Tahun 2026 Tahun 2025 (Penurunan)

(Rp) (Rp) (Rp)

hfE Uraian

1 Aset Tetap Beban Penyusutan
Peralatan dan Mesin 354.446.489 -354.446.489

Beban Penyusutan
Gedung dan Bangunan 905.062.667 -905.062.667

Beban Penyusutan
Jalan dan Jembatan 5.059.790 - 5.059.790

Beban Penyusutan
Irigasi 652.825.000 - 652.825.000

Beban Penyusutan
Jaringan 5.720.710 -5.720.710

Beban Penyusutan
Penyusutan Aset Tetap
yang Tidak Digunakan 0 11.328.527 - 11.328.527
dalam Operasional
Pemerintah

Jumlah

2 Properti

Investasi Gedung dan Bangunan

Jumlah

3 ATB Hak Cipta

Paten

Software

Lisensi

Hasil Kajian/Penelitian

ATB Lainnya

Jumlah

4 Aset Lain-Lain Peralatan & Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Aset Tak Berwujud

Jumlah

Total 0 1.934.443.183 -1.934.443.183

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk
menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih).
Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima
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pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur
tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2026 dan 2025 masing-masing
disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Tahun 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan nilai Beban
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak
Tertagih Tahun 2026 dan 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2025

: Tahun 2026 Tahun 2025 Kenaikan
No. Uraian (Rp) (Rp) (Penurunan)
. (Rp)
1 Piutang Lancar | Piutang Bukan Pajak
Bagian Lancar TP/TGR
Piutang dari Kegiatan BLU
Jumlah
2 Piutang Jangka | Tagihan TP/TGR
Panjang Piutang Jangka Panjang
Lainnya
Jumlah
Total 0 0 0

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian mengalami Defisit dari
Kegiatan Operasional sebesar Rp. — 11.813.787.462. Nilai defisit tersebut mengalami
kenaikan sebesar Rp. — 1.057.686.167 atau 9,83% apabila dibandingkan dengan Defisit
dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 sebesar Rp. - 10.756.101.295.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung
dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau
menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat
insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini
dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang
kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional
sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2026 dan 2025
disajikan pada tabel berikut:

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2026 dan 2025

Uraian Tahun 2026 Tahun 2025
(Rp) (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar 10.800.000, 61.376.870,
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 106.741.847, 36,
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 117.541.847, 61.376.906,

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2026 dan 2025 masing-masing
disajikan sebesar Rp. 10.800.000 dan Rp. 61.376.870. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan
Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 50.576.870 atau 82,40%
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apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun
2025.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2026 dan 2025 masing-masing
disajikan sebesar Rp. 10.800.000 dan Rp. 61.376.870 Nilai Pendapatan Pelepasan Aset
Non Lancar Tahun 2026 mengalami penurunan sebesar Rp. 50.576.870 atau 82,40%
apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025.

Tabel D.10 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2026

L . Surplus
Nilai Akumulasi G Buku . (Defisit)
n Perolehan Penyusutan Hasil
Uraian . Pelepasan
Penjualan
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
Pendapatan dari
Penjualan Tanah,
Gedung, dan
Bangunan
Pendapatan dari
Penjualan Peralatan 32.020.000 32.020.000 0 10.800.000 10.800.000
dan Mesin
Pendapatan dari
Pemindahtanganan
BMN Lainnya
Jumlah 32.020.000 32.020.000 0 10.800.000 | (57.925.342)

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan
sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2026 tidak
mengalami perubahan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 sebesar Rp.
0,00 atau 100%..

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 dan 2025
masing-masing disajikan sebesar Rp. 106.741.847 dan Rp. 36, Nilai Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar
Rp. 106.741.811 atau 295.505,55% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 dan 2025 masing-
masing disajikan sebesar Rp. 106.741.847 dan Rp. 36. Nilai Pendapatan dari Kegiatan
Non  Operasional Lainnya Tahun 2026 mengalami  kenaikan  sebesar
Rp. 106.741.811 atau 295.505,55% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari
Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.
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Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 20 disajikan pada
tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No. Uraian 30 Juni 2026 30 Juni 2026 Kenaikan/Penuruna
(Rp) (Rp) n (Rp)

1 Pendapatan | Pendapatan Terhadap 0 0 0
Bunga. Penyelesaian Pegawai 0 0 0
Pengelolaa Ganti Kerugian Negeri Bukan
n Rekening Negara Bendahara
Perbankan. Atau Pejabat 0 0 0
dan Lain
Pengelolaa Terhadap 0 0 0
n Keuangan Bendahara 0 0 0

Terhadap 0 0 0
Pihak
Lain/Pihak 0 0 0
Ketiga
2 | Pendapatan | Penerimaan Belanja 0 36 36
Lain-Lain Kembali Belanja | Pegawai
TAYL Delanja 106.741.847 0| 106.741.847
arang
Belanja Modal 0 0 0
Belanja 0 0 0
Bantuan
Sosial (tahun
lalu ada
bansos?)
Pendapatan Pendapatan 0 0 0
Setoran Sisa Setoran  dari
Utang dari Sisa Utang
Pensiunan Non TP/TGR
Pensiunan
PNS

3 | Pendapatan | Pendapatan
Pelepasan Perolehan
dan Aset/Jasa Aset Lainnya 0 0 0
Perolehan
Aset/Jasa

4 | Pendapatan | Pendapatan Penyesuaian
Penyesuaia | Penyesuaian Nilai
n Nilai Aset Nilai Aset Persediaan

5 | Pendapatan | Pendapatan Pendapatan 0 0
Selisih Kurs | Selisih Kurs Selisih Kurs
yang Belum | yang Belum yang Belum
Terealisasi Terealisasi Terealisasi

Jumlah 106.741.847 36 106.741.811

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 dan 2025 masing-
masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya Tahun 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban
dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025.

Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026 disajikan pada tabel
berikut:

Tabel D.14.1 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2026

No. Uraian 30 Juni 2026 30 Juni 2025 Kenaikan/Penurunan
(Rp) (Rp) (Rp)
1 Beban Beban Penyesuaian Beban Penyesuaian
Penyesuaian Nilai Aset Nilai Persediaan
Nilai Aset
2 Beban Pelepasan | Beban Pelepasan Aset | Beban Persediaan
Aset Rusak/Usang
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30 Juni 2026 30 Juni 2025 Kenaikan/Penurunan

No. Uraian (Rp) (Rp) (Rp)
3 Kerugian Belum Kerugian Selisih Kurs Beban Kerugian
Terealisasi Belum Terealisasi Selisih Kurs Belum
Terealisasi

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 117.541.847. Nilai defisit
tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 56.164.941 atau 91,50% apabila dibandingkan
dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp. 61.376.906.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa
(unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal
pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional
untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi
yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar
Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2026 tidak mengalami
perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025.

D.16. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00
dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2026 tidak mengalami perubahan apabila
dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2025.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
mengalami Defisit LO sebesar Rp. (11.696.245.615). Nilai defisit tersebut mengalami
kenaikan sebesar Rp. (1.001.521.226) atau 9,36% apabila dibandingkan dengan Defisit
LO Tahun 2025 sebesar Rp. (10.694.724.389).
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E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025
masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.668.469.134.462 dan Rp. 1.672.062.789.447.
Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami
penurunan sebesar Rp. (3.593.654.985) atau 0,21% apabila dibandingkan dengan nilai
Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit — LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025
masing-masing disajikan sebesar Rp.(11.696.245.615) dan Rp.(10.694.724.389). Nilai
Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami
kenaikan sebesar Rp. (1.001.521.226) atau 9,36% apabila dibandingkan dengan nilai
Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN
MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan
oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan
2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan
untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 merupakan koreksi
yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai
dengan 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode
yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terdiri
dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian
pada tabel berikut.

Tabel E.3.1.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Tahun 2026

No. Uraian Nilai (Rp)

A | Koreksi Tambah

1 Barang Konsumsi 0

2 Suku Cadang 0

3 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat 0

4 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada 0
Masyarakat

5 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada 0
Masyarakat

6 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat 0

7 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke 0
Masyarakat

8 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - 0
Dalam Proses

9 0
Bahan Baku
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No. Uraian Nilai (Rp)
10 Persediaan Lainnya 0
1 Transfer Keluar 0
12 Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya 0
13 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 0
14 Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada 0
Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
15 Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada 0
Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang
16 Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke 0
Masyarakat
17 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 0
B Koreksi Kurang 0
1 Barang Konsumsi 0
2 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada 0
Masyarakat
3 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke 0
Masyarakat
4 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - 0
Dalam Proses
5 Bahan Baku 0
6 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial 0
7 Persediaan Lainnya 0
8 Beban Persediaan konsumsi 0
9 Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke 0
Masyarakat
10 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 0

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi
yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada
periode sebelumnya.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026
disajikan sebesar Rp0,00 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi atas
Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan sebesar
Rp0.,00 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi atas untuk periode yang
berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00
atau 00,0% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni
2026.

Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026
terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan
rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.2.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Reklasifikasi Tahun 2026

No. Uraian Nilai (Rp)

A Koreksi Tambah

1 Barang Konsumsi 0
2 Bahan untuk Pemeliharaan
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No. Uraian Nilai (Rp)
3 Suku Cadang
4 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada
Masyarakat
5 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada
Masyarakat
6 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada
Masyarakat
7 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
8 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
9 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke
Masyarakat
10 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat -
Dalam Proses
11 Bahan Baku
12 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial
13 Persediaan Lainnya
14 Persediaan yang Belum Diregister
15 Tanah
16 Peralatan dan Mesin
17 Gedung dan Bangunan
18 Jalan dan Jembatan
19 Irigasi
20 Jaringan
21 Aset Tetap Renovasi
22 Konstruksi Dalam pengerjaan
23 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
24 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
25 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
B Koreksi Kurang
1 Barang Konsumsi
3 Pita Cukai, Materai dan Leges
4 Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada
Masyarakat
5 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada
Masyarakat
6 Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada
Masyarakat
7 Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
8 Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
9 Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
10 Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke
Masyarakat
11 Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat -
Dalam Proses
12 Bahan Baku
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No. Uraian Nilai (Rp)
13 Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial

14 Persediaan Lainnya

15 Tanah

16 Peralatan dan Mesin

17 Gedung dan Bangunan

18 Jaringan

19 Aset Tetap Renovasi

20 Konstruksi Dalam pengerjaan

21 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
22 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
23 Akumulasi Penyusutan Irigasi

24 Koreksi Nilai Persediaan

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi

nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni
2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 0 dan Rp. (203.356.549). Koreksi
Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan
2025 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami penurunan sebesar
Rp. (203.356.549)atau 100% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai
dengan 30 Juni 2025.
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni
2026 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp. 0
dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel E.3.3.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi Tahun 2025

No. Uraian Nilai (Rp)
A | Koreksi Tambah
1 Kas Lainnya di BLU 0
2 Tanah 0
3 Peralatan dan Mesin 0
4 Gedung dan Bangunan 0
5 Jalan dan Jembatan 0
6 Irigasi 0
7 Jaringan 0
8 Aset Tetap Renovasi 0
9 | Aset Tetap Lainnya 0
10 | Konstruksi Dalam pengerjaan 0
11 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0
12 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0
13 | Akumulasi Penyusutan Irigasi 0
14 | Akumulasi Penyusutan Jaringan 0
15 | Aset Tetap yang Belum Diregister 0
16 | Software 0
17 | Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan 0
18 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 0
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No. Uraian Nilai (Rp)

19 | Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional 0
Pemerintahan
20 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0

Operasi Pemerintahan

21 | Akumulasi Amortisasi Software

22 | Akumulasi Amortisasi Lisensi

23 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan
dalam Operasional Pemerintahan

24 | Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

25 | Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
26 | Pendapatan Perolehan Aset Lainnya

27 | Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan

28 | Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin

B | Koreksi Kurang

1 Tanah

2 Peralatan dan Mesin

3 Gedung dan Bangunan
4

5

6

Jalan dan Jembatan

Irigasi

Jaringan

7 Aset Tetap Renovasi

10 | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
11 | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
12 | Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
13 | Akumulasi Penyusutan Irigasi

14 | Akumulasi Penyusutan Jaringan

15 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

16 | Software

17 | Lisensi

18 | Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

19 | Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

20 | Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional
Pemerintahan

OlOo|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o

21 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0
Operasi Pemerintahan

22 | Akumulasi Amortisasi Software 0

24 | Belanja 0

25 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 0

26 | Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 0

27 | Beban Persediaan Rusak/Usang 0

E.3.4 Koreksi Lain-Lain
Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025
masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode
yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025 merupakan koreksi yang
mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30
Juni 2026 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0,00 atau 00,0% apabila
dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026.
Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terdiri dari
koreksi tambah sebesar Rp0,00 dan koreksi kurang sebesar Rp0,00 dengan rincian pada
tabel berikut.

Tabel E.3.4.1 Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Lain-Lain Tahun 2026
No. Uraian Nilai (Rp)
Koreksi Tambah
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Piutang Lainnya

slwn=]>
o|lo|o|o
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No. Uraian Nilai (Rp)
5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 0
6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP 0
7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya 0
8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan 0
Tuntutan Ganti Rugi
9 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti 0
Rugi
10 Piutang Jangka Panjang lainnya
11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ 0
Tuntutan Ganti Rugi
12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang 0
Lainnya
13 Beban Barang yang Masih Harus Dibayar 0
14 Koreksi Lainnya 0
15 Beban Honor Output Kegiatan 0
16 Beban Sewa 0
17 Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau 0
diserahkan kepada Masyarakat
18 Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke 0
Masyarakat
19 Beban Persediaan Lainnya 0
20 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - 0
Piutang Jangka Panjang Lainnya
21 Beban Persediaan Rusak/Usang 0
B Koreksi Kurang 0
1 Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah 0
2 Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) 0
3 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak 0
4 Piutang Lainnya 0
5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 0
6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNBP 0
7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya 0
8 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti 0
Rugi
9 Piutang Jangka Panjang lainnya 0
10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ 0
Tuntutan Ganti Rugi
11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang 0
Lainnya
12 Beban Barang yang Masih Harus Dibayar 0
13 Utang kepada Pihak Ketiga BLU 0
14 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 0
15 Koreksi Lainnya 0
16 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0
17 Beban Bahan 0
18 Beban Jasa Profesi 0
19 Beban Persediaan Lainnya 0
20 Beban Persediaan Rusak/Usang 0

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti
dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup
pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat,
pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain
Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L
yang melibatkan kas negara (BUN).
Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan
30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp. 10.560.862.417 dan
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Rp. 8.195.205.828. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang
berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan  sebesar
Rp. 2.365.656.589 atau 22,40% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir
sampai dengan 30 Juni 2025.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang
melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30
Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp.—1.061.036.126 dan

Rp. - 427.965.906. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang
berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. - 633.070.220
atau 59,67% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni
2026.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas
akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan
kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025
masing-masing disajikan sebesar Rp — 9.780.000 dan Rp. 0,00. Nilai Transfer Keluar
untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terjadi hanya antar entitas
akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode
yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. — 9.780.000,
atau 100 % dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas
akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan
kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025
masing-masing disajikan sebesar Rp. 9.780.000 dan Rp. 0. Nilai Transfer Masuk untuk
periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 terjadi hanya antar entitas akuntansi
lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang
berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp. 9.780.000 atau
100% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam
bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan
disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni
2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pengesahan
Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 tidak
mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan
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30 Juni 2025. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai
dengan 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.5.1 Pengesahan Hibah Langsung Tahun 2026

Nilai Pengesahan

No. Kode Pemberi Hibah | Nomor Register Nama Proyek (Rp)

TOTAL

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan
pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus
dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan.
Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan
secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai
dengan 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.
Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai
dengan 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode
yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025. Rincian Pengesahan Pengembalian Hibah
Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan pada tabel
berikut:

Tabel E.4.6.1 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Tahun 2026

Nilai Pengesahan

No. Kode Pemberi Hibah Nomor Register Nama Proyek (Rp)

WIN|—

TOTAL

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30
Juni 2026 dan 2025 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai
Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni
2026 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir
sampai dengan 30 Juni 2025. Rincian Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode
yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel E.4.7.1 Pengesahan Hibah Langsung TAYL Tahun 2026

Nilai Pengesahan

No. Kode Pemberi Hibah Nomor Register Nama Proyek (Rp)

1

2

TOTAL

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS
Pada Tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan
mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp. (2.196.419.324). Nilai kenaikan tersebut lebih
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tinggi sebesar Rp. 934.421.692, atau 29,85% apabila dibandingkan dengan
kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2025 sebesar Rp. (3.130.841.016).

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 dan 2025
masing-masing disajikan sebesar Rp. 1.666.272.715.138 dan Rp. 1.668.931.948.431.
Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2026 mengalami
penurunan sebesar Rp. (2.659.233.293) atau (0,16)% apabila dibandingkan dengan nilai
Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.
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F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pada Tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur BSIP menjadi Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian. Perubahan tersebut didasari oleh Perpres Nomor 192 Tahun 2025
dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025. Badan Perakitan dan
Modernisasi Pertanian bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.
Meskipun perubahan nomenklatur terjadi di Tahun 2025, namun dokumen penganggaran
dan keuangan tetap menggunakan nomenklatur BSIP, begitu juga dengan penyebutan
satker di lingkungan BSIP masih menggunakan nomenklatur lama. Penggunaan
nomenklatur yang baru berlaku efektif mulai tahun anggaran 2025.

F.2. Likuidasi Satker Ditjen Horti

Sesuai dengan alokasi pagu anggaran awal APBN TA 2025 Ditjen Horti hanya
mendapatkan alokasi anggaran pada Satker Kantor Pusat Ditjen Horti, sehingga tidak
tersedia lagi alokasi anggaran Satker Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan.
Sehubungan dengan hal tersebut Ditjen Horti telah melakukan langkah-langkah likuidasi
Satker Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan di seluruh Indonesia sejumlah 69
Satker.

Proses likuidasi 69 Satker tersebut dilakukan dengan mekanisme transfer atas seluruh
asset yang masih tercatat pada Neraca ke Satker Kantor Pusat Ditjen Hortikultura pada
TA 2025. Masih tersisa dua Satker yang belum dilakukan proses transfer asset yaitu
Satker Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara (TP), dan Dinas Pertanian Dan Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Timur (DK). Proses transfer kedua satker akan dilakukan pada TA
2025.

Aset Satker Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan yang telah ditransfer ke Satker
Kantor Pusat Ditjen Hortikultura terdiri dari saldo Piutang sebesar Rp0,00 dan saldo Aset
Tetap sebesar Rp0,00. Rinciannya dapat dilihat pada Lampiran F.3.

F.3. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas
Nasional Tahun 2025

Pada Tahun 2025, “nama Satker” memiliki alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional
(PN) sebanyak dua dari tujuh PN yang ditetapkan RKP yaitu PN I (Memperkuat
Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan) dan PNI VI
(Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan
Iklim). Dua PN tersebut dilaksanakan melalui empat Program Prioritas (PP) dan delapan
kegiatan prioritas yang tersebar di satker.

Nilai pagu anggaran pada Satker Rp0,,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%,
dimana realisasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 0 rincian output (RO)
kegiatan. Berdasarkan Nota Kesepakatan Nomor 0 tanggal 0 antara Kementerian
Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas, dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan
tentang Program Prioritas Nasional Tahun 2025 yang Masuk dalam Laporan Keuangan
Tahun 2025, dari 0 RO yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, sebanyak 0 RO
capaian realisasi volumenya masih dibawah 100% dari target. Rinciannya dapat dilihat
pada Lampiran F.4.
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F.4. Perkara Gugatan BMN

Sampai dengan laporan keuangan audited disusun, terdapat 0 kasus perkara gugatan yang
berkaitan dengan BMN yang dikuasai oleh Kementerian Pertanian. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 0 kasus telah berstatus selesai (incracht) dengan potensi pengeluaran negara
sebesar Rp000, kerugian immateriil sebesar Rp0,00 dan kehilangan aset tanah seluas Om?.
Rincian data perkara gugatan dapat dilihat pada Lampiran F.5.

F.5. Pelaksanaan Proyek yang Didanai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Berdasarkan laporan kegiatan proyek SBSN sampai dengan 30 Juni 2026 bahwa
Kementerian Pertanian mempunyai anggaran sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar
Rp0,00 atau 0,00%.

1. Ditjen PKH

Kegiatan yang bersumber dari SBSN mempunyai pagu anggaran sebesar Rp0,00

dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% yang dilaksanakan pada :

a. Balai Veteriner Banjarbaru pada pengadaan prasarana (pembangunan
Laboratorium Emerging Disease di Kalimantan) dan sarana (peralatan
Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan atau 100%.

b. Balai Veteriner Medan (Pembangunan Laboratorium Pengujuan Produk dan
Pemeriksaan Penyakit Hewan di wilayah Sumatera Bagian Utara) dan sarana
(Peralatan Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan atau 100%.

c. Balai Veteriner Lampung pada pengadaan prasarana (Pembangunan Gedung
Laboratorium Penyakit Hewan dan Zoonosis di Wilayah Barat Indonesia) per 30
Juni 2026 mencapai 80,56% atas sisa pekerjaan sebesar 19,44% akan dilanjutkan
pada tahun 2025 dengan pemeberian kesempatan penyelesiaan pekerjaan selama 50
hari kalinder dengan mekanisme anggaran luncuran tahun 2025 dan pengadaan
sarana (Peralatan Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan atau
100%.

d. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas
pada pengadaan prasarana (Pembangunan Breeding Center Sapi Potong Indonesia)
dan sarana (Peralatan Laboratorium dan alat penunjang) telah selesai dilaksanakan
atau 100%.

2. BPPSDMP

Sumber dana untuk pembangunan miniplant industry dan modern nursery kopi berasal

dari SBSN yang ada di DIPA Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari TA 2025

dengan pagu anggaran Rp0,00 yang dilaksanakan pada:

a. Kegiatan belanja modal peralatan dan mesin pada Tefa Peternakan Modern yang
sudah terealisasi senilai Rp0,00;

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa perencanaan konstruksi, pelaksanaan
konstruksi, manajemen konstruksi dan pengelolaan kegiatan terrealisasi senilai
Rp0,00.

3. BSIP

Selama Tahun 2025 kegiatan yang bersumber dari SBSN pada Balai Besar Pengujian

Standar Instrumen Padi Anggaran senilai Rp0,00 dengan realisasi senilai Rp0,00 atau

0,00%, dapat dijelaskan sebagai berikut:
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sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%;

dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%;

F.6. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

1. Proyek yang Didanai dari Pinjaman Luar Negeri

Pagu anggaran untuk kegiatan sarana seed center dan pengelolaaan plasma nutfah
Pagu anggaran untuk kegiatan sarana laboratorium sertifikasi sebesar Rp0,00

Pagu anggaran untuk kegiatan pembuatan instalasi pengelolaan air limbah sebesar
Rp0,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%;
Pagu anggaran untuk kegiatan pembuatan saluran irigasi kebun produksi sebesar
Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%;
Pagu anggaran untuk kegiatan pembuatan embung penampungan air sebesar
Rp0,00 dengan realisasi Rp0,00 atau 0,00%.

a. Jumlah proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri (On-Going) pada

sebagai berikut.

Kementerian Pertanian di Tahun 2026 sebanyak enam proyek, dengan rincian

Tabel F.7.1 Rincian Proyek yang Didanai dari Pinjaman Luar Negeri

Nama Proyek

Nilai Komitmen Pinjaman

No. Pini Tujuan Proyek
Injaman Pusat Daerah
1 Horticulture Peningkatan pendapatan petani di lahan | USD 125.000.000 setara
Development of Dryland | kering IDR 1.875.000.000.000
Areas Project (HDDAP)
/ADB
2 The Development of | Proyek yang didanai dari pinjaman IsDB USD 44.812.752 setara USD 75.187.248 setara
Integrated Farming | dan IFAD bertujuan untuk meningkatkan IDR 674.220.434.000 IDR 1.131.116.965.000
System at  Upland | produktivitas pertanian dan pendapatan
Areas Project(UPLAND) | petani di daerah dataran tinggi berupa
/IFAD /IsDB pengembangan infrastruktur lahan dan air,
pengembanga sistem agri bisnis dan
penguatan sistem kelembagaan.
USD 356.170.397 setara | USD 100.534.470 setara
IDR 5.174.910.443.000 IDR 1.496.754.965.000

USD 456.704.867 setara IDR 6.671.665.407.000

b. Nilai pagu dan realisasi proyek baik untuk alokasi pusat dan daerah disajikan pada

tabel berikut.

Tabel F.7.2 Pagu dan Realisasi Pendanaan Proyek dari Pinjaman Luar Negeri

No.

Nama Proyek
Pinjaman

Alokasi Pusat

Alokasi Daerah

Pagu (Rp) Realisasi (Rp)

% Pagu (Rp)

Realisasi
Triwulan Il (Rp)

%

Horticulture
Development of Dryland
Areas Project (HDDAP)
/ADB

5.000.000.000 4.858.289.021

97,17

Integrated Farming
System at  Upland
Areas Project(UPLAND)
/IFAD/IsDB

The Development of

150.000.000.000 91.950.507.523

61,30

221.331.461.805

52.947.705.722

23,92

TOTAL

2. Proyek yang Didanai dari Hibah Luar Negeri
a. Hibah Terencana

sebagai berikut.
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Tabel F.7.3 Rincian Proyek dari Hibah Luar Negeri Terencana

No. Nama Proyek Pinjaman Nilai Komitmen Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1 BioCarbon ~ Fund Initiative ~ for USD 413.793 setara 2.000.000.000 1.882.804.538 | 94,14
Sustainable  Forest  Landscape IDR 6.000.000.000
(BioCF ISFL)

2 Youth Entrepeneurship and | USD 2.000.000 setara 3.540.564.000 3.429.438.005 | 96,36
Employment ~ Support  Services IDR 28.000.000.000
Programmme (YESS)

b. Hibah Langsung
Jumlah proyek yang didanai dari hibah luar negeri langsung pada Kementerian
Pertanian di Tahun 2025 sebanyak 61 proyek terdiri dari 32 proyek dalam bentuk
hibah uang dan 27 proyek dalam bentuk hibah barang dan jasa. Rekapitulasi hibah
langsung tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel F.7.4 Rekapitulasi Proyek dari Hibah Luar Negeri Langsung

Hibah Bentuk Uang Hibah Bentuk Barang dan Jasa
No Jumiah Nilai Komitmen Jumiah Nilai Komitmen
Proyek Proyek
1 3 AUD 619.091 1 IDR 12.240.000.000
setara IDR 6.266.207.792
1 USD 500.000 setara IDR 7.100.000.000
4 JPY 413.404.080
USD 205.000
setara IDR 49.661.909.530
2 2 USD 2.589.122 3 USD 13.019.000
setara IDR 41.594.638.500 EUR 4.000.000
IDR 38.701.956.113
setara IDR 229.601.956.113
1 AUD 62.294.500
DKK 5.772.000
USD 28.034.939;
GBP 2.758.208
setara IDR 1.078.254.340.520
TOTAL 32 USD 10.510.179 27 USD 46.469.683
AUD 1.441.802 AUD 62.294.500
EUR 618.255 EUR 4.000.000
JPY 12.685.000 JPY 413.404.080
NZD 80.000 DKK 5.772.000
setara IDR 190.399.935.565 IDR 58.312.489.425
setara IDR 1.493.263.555.439

F.7. CATATAN DALAM MONSAKTI

1. TO DO LIST

Tidak terdapat to do list pada saat periode laporan

2. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi data SAKTI — SPAN telah dilakukan pada tanggal

dan telah di terbitkan SHR oleh KPPN Makassar.
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KERTA KERJA REVIU (KKR)
CATATAN HASIL REVIU (CHR)-KANTOR PUSAT/KANTOR DAERAH-DEKONSENTRASITUGAS PEMBANTUAN

KEMENTERIAN PERTANIAN No Indeks KKR . [KKR.CHR-01
INSPEKTORAT JENDERAL Disusun oleh : [M. Maududi Latif
Tanggal - |14 Juli 2026
Direviu KT/tgl/paraf . |Wasis Budi S/ 4 Juli 2026/ .........
Direviu Dalnis/tgl/paraf |: |Mita Ginting/ 4 Juli 2026/.............
Disetujui Daltu/tgl/paraf

UAPA : Kementerian Pertanian (018)
UAPPAB-E1 |: BRMP (09)
UAPPA/B-W -
UAKPA/B : BRMP Prov. Sulawesi Selatan (kode satker:018.09.634036)
I I I I I I | |
Uraian Catatan Hasil Reviu Indeks KKR

Penyelenggaraan Akuntansi

1 [Satker telah menyusun Laporan Keuangan berupa LRA (Pendapatan, belanja, pengembalian belanja dan
pengembalian pendapatan), LO, LPE, Neraca per 30 Juni 2026, CaLK, Laporan BMN Intra dan Ekstra Komptabel,

Gabungan Intra dan Ekstra Komptabel, serta CaLBM. KKR PA
Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan periode 30 Juni 2026

1 [Belum dilakukan tutup buku, sehingga belum terbit SHR, namun rekonsiliasi intternal telah selesai KKR LRA

2 |PNBP tersaji di LRA pendapatan senilai Rp1,061,036,126,00, terhadap PNBP tersebut telah disetor ke rekening kas negara KKR LRA

antara lain pendapatan dari PNBP Lainnya senilai Rp1,061,036,126,00. PNBP tersebut telah sesuai dengan Laporan Bendahara
Penerima, dan telah dilampiri SSBP, NTPN.

3 |Penerimaan Negara Bukan Pajak pada LRA senilai Rp1.061.036.126,00 berbeda dengan dengan Penerimaan Negara Bukan
Pajak pada LO senilai Rp968,454,329,00. sehingga terdapat selisih Rp92.581.797,00 yang merupakan pendapatan PNBP
Umum.

4 |Terdapat selisih atas Realisasi Belanja Pegawai pada LRA senilai Rp4,299,483,692,00 dengan Beban Pegawai pada LO senilai KKR LRA
Rp4,771,098,816, sehingga terjadi selisih senilai Rp471.615.124,00. selisih tersebut dikarenakan terdapat SPM gaji PNS dan
P3K yg terbit SP2D nya pada bulan juli, Gaji induk BUlan Juli PNS sebesar Rp. 427.397.572 dan Gaji Induk P3K Penuh Waktu
sebesar Rp. 44.217.552.

5 [LRA Pendapatan Negara dan Hibah, terdapat transaksi Pengembalian Belanja periode sebelumnya berupa Penerimaan KKR LRA
Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp84,741,847,00 yang disetorkan pada periode berjalan,telah
dilampiri SSBP dan NTPN.

Pada TA 2026 terdapat alokasi belanja 526 senilai Rp10,767,825,000,00 namun belum terealisasi (0%) KKR LRA
Selama tahun berjalan, terdapat alokasi Belanja Modal senilai Rp4,987,893,000,00 belum realisasi Rp00,00 KKR LRA
8 [Informasi keterangan terkait akun LRA (Pendapatan dan Belanja) belum dliungkapkan secara memadai dalam CaLK. KKR LRA

Laporan Operasional (LO)

1 |Terdapat selisih atas Beban Pegawai pada LO senilai Rp4,771,098,816 dengan Realisasi Belanja Pegawai pada LRA senilai KKR LO
Rp4,299,483,692,00, sehingga terjadi selisih senilai Rp471.615.124,00. belum dijelasakan selisihnya pada CalK

2 (Beban belanja 526 senilai Rp20,907,250,00 berupa DOC ayam KUB sebanyak 210 ekor senilai Rp. 1.307.250 dan Kambing 49 KKR LO
ekor senilai Rp19.600.000.
3 [Keterangan terkait akun LO telah diungkapkan secara memadai dalam CalLK . KKR LO

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

1 [Saldo awal ekuitas senilai Rp1,668,469,134,462,00 telah sama dengan saldo neraca Desember 2025. KKR LPE

2 ([Nilai akun Dampak Kebijakan Mendasar dokumen Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) dalam Neraca Percobaan senilai KKR LPE
Rp1,061,036,126,00 telah sesuai dengan nilai Pendapatan dalam LRA.

3 |Nilai akun Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) dalam Neraca Percobaan senilai Rp10,560,862,417,00 telah sesuai dengan nilai KKR LPE

belanja dalam LRA.

Neraca per 30 Juni 2026

Aset Lancar

1 saldo akun Neraca telah sesuai dengan saldo normal. KKR-Neraca




2 saldo akun Neraca telah sesuai dengan saldo menurut Buku Besar. KKR-Neraca
3 |Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji di Neraca senilai Rp1,693,650,000,00, berupa Uang Persediaan Sebesar Rp. KKR-Neraca
235.000.000, Tambahan Uang Persediaan Rp. 1.458.650.000. dan Saldo Kas Setara kas senilai Rp6.270.000,00 berupa Uang
LS Perjalanan Dinas Yang Belum Di bayarkan
4 Saldo kas di Bendahara Penerimaan pada akhir tahun anggaran adalah nihil KKR-Neraca
5 [Utang Pihak ketiga total senilai Rp2,175,305,124,00 berupa Pembayaran Gaji Pegawai ASN dan P3K Penuh Waktu Bulan Juli KKR-Neraca
2026, Belanja Barang Yang Masih Harus Di Bayar Yaitu UP dan TUP yang belum di SPM kan, Utang Pihak Ketiga Lainnya
Berupa Uang LS Bendahara Berupa Uang Perjalanan Dinas Pegawai Yang Belum Di Bayarkan
Aset Tetap
1 |Aset Lain-Lain pada neraca tercatat senilai Rp1,459,710,000 yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan berupa : KKR-Neraca
1. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 189.000.000
2. Kendaraan Bermotor Penumpang 297.020.000
3. Bangunan Gedung Laboratorium 559.740.000
4. Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen 260.065.000
5. Rumah Negara Golongan | 78.928.000
6. Pagar 68.617.000
7, ATB 6.340.000
2 |Aset lain-lain berupa bangunan Bangunan Gedung Laboratorium Rp559.740.000; Bangunan Gedung Tempat Pertemuan KKR-Neraca
Permanen 260.065.000; Rumah Negara Golongan | Rp78.928.000 dan Pagar Rp68.617.000 yang sudah rusak berat belum
dilakukan uslan penghapusan ke KPKNL
3 [Aset lain-lain berupa bangunan Bangunan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 189.000.000 KKR-Neraca
dan Kendaraan Bermotor Penumpang 297.020.000 dilakukan pembatalan penghapusan/penjualan nomor
B1397/PL.110/H.12.22/06/2026 tanggal 11 Juni 2026.
4 |Unsur-unsur yang terdapat dalam Neraca telah diungkapkan secara memadai dalam CalLK. KKR-Neraca
CalLK
Penjelasan CaLK atas akun-akun di neraca telah sesuai dengan saldo akun-akun di LRA dan neraca.
Koreksi/Perbaikan yang belum dilakukan.
1 |segera mengajukan usulan penghapusan ke KPKNKL atas Aset lain-lain yang rusak berat berupa bangunan Bangunan Gedung
Laboratorium Rp. 559.740.000; Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen Rp. 260.065.000; Rumah Negara Golongan |
Rp. 78.928.000 dan Pagar Rp. 68.617.000.
2 |segera melakuakan koreksi pencatatan kembali pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin atas Aset lain-lain berupa bangunan
Bangunan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 189.000.000 dan Kendaraan Bermotor Penumpang 265.000.000 yang
dilakukan pembatalan penghapusan/penjualan.

*) coret yg tdk perlu

. Maududi Latif)

Bogor, 14 Juli 2026
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KPPN MAKASSAR |

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 634036 - BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI

SELATAN
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06 Tgl Cetak : 16/07/26 6:42
Kode Lap : shr_kppn_poc
No Jenis Rekon Nilai SPAN Nilai SAKTI Selisih
1 |Pagu Belanja 51,966,338,000 51,966,338,000 0
2 |Belanja 10,577,390,990 10,577,390,990 0
3 | Pengembalian Belanja -16,528,573 -16,528,573 0
4 | Estimasi Pendapatan 238,080,000 238,080,000 0
5 |Pendapatan Bukan Pajak 1,061,036,126 1,061,036,126 0
6 |Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak 0 0 0
7 |Pengembalian Pajak 0 0 0
8 | Mutasi Uang Persediaan 1,693,650,000 1,693,650,000 0
9 | Kas di Bendahara Pengeluaran 1,693,650,000 1,693,650,000 0
10 | Kas pada Badan Layanan Umum 0 0 0
11 |Kas Lainnya di K/L dari Hibah 0 0 0
12 | Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga 0 0 0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 15 Juli 2026

Hal: 1 dari 1 halaman



KEMENTERIAN PERTANIAN
"ERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
AR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

SULAWESI SELATAN
? NTIS KEMERDEKAAN KM.17,5 MAKASSAR
TE sulsel.bsip.pertanian.go.id



TINGKAT SATUAN KERJA

NERACA

PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)

[=] 43 =]
55

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: (09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
: (1900 ) SULAWESI SELATAN

1 (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIANTgI Data : 16/07/26 3:44 AM
SULAWESI SELATAN

Tgl Cetak : 16/07/26 6:18 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
NAMA PERKIRAAN
2026 2025 Jumiah %
1 2 3 4 5
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran 1,693,650,000 0 1,693,650,000 0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas 6,270,000 0 6,270,000 0.00
Piutang Bukan Pajak 2,960,100 50 2,960,050 5,920,100.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO) 2,960,100 50 2,960,050 5,920,100.00
Persediaan 25,809,700 24,716,950 1,092,750 4.42
JUMLAH ASET LANCAR 1,728,689,800 24,717,000 1,703,972,800 6,893.93
ASET TETAP
Tanah 1,621,222,705,657 1,621,222,705,657 0 0.00
Peralatan dan Mesin 24,109,461,758 25,300,917,708 (1,191,455,950) (4.71)
Gedung dan Bangunan 46,522,735,932 46,522,735,932 0 0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 24,861,609,973 24,861,609,973 0 0.00
Aset Tetap Lainnya 642,090,500 642,090,500 0 0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN (51,401,184,800) (50,722,801,605) (678,383,195) 1.34
JUMLAH ASET TETAP 1,665,957,419,020 1,667,827,258,165 (1,869,839,145) (0.11)
ASET LAINNYA
Aset Lain-lain 1,459,710,000 976,583,000 483,127,000 49.47
et e MOSEANAMORTISARICSET (853,704,566) (359,423,703) (494,280,863) 137.52
JUMLAH ASET LAINNYA 606,005,434 617,159,297 (11,153,863) (1.81)
JUMLAH ASET 1,668,292,114,254 1,668,469,134,462 (177,020,208) (0.01)
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga 2,175,305,124 0 2,175,305,124 0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan 49,437,038 0 49,437,038 0.00
Uang Muka dari KPPN 1,693,650,000 0 1,693,650,000 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 3,918,392,162 0 3,918,392,162
JUMLAH KEWAJIBAN 3,918,392,162 0 3,918,392,162
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 1,664,373,722,092 1,668,469,134,462 (4,095,412,370) (0.25)
JUMLAH EKUITAS 1,664,373,722,092 1,668,469,134,462 (4,095,412,370) (0.25)
JUMLAH EKUITAS 1,664,373,722,092 1,668,469,134,462 (4,095,412,370) (0.25)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 1,668,292,114,254 1,668,469,134,462 (177,020,208) (0.01)




NERACA E E
TINGKAT SATUAN KERJA -ﬁ‘
PER 30 JUNI 2026 E
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (1900 ) SULAWESI SELATAN

SATUAN KERJA : (634036 ) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIANTgI Data  : 16/07/26 3:44 AM
SULAWESI SELATAN Tgl Cetak : 16/07/26 6:18 AM

Halaman : 2
lap_neraca_satker_komparatif poc
Keterangan :
FINAL




NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: (09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

: (1900 ) SULAWESI SELATAN

1 (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIANTgI Data

SULAWESI SELATAN

: 16/07/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 16/07/26 6:20 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker poc

lSI.OR[')qE ":235 NAMA AKUN DEBET KREDIT
1 2 3 4 S5
0.0 313111 DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN 0 10,560,862,417
0.0 313121 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN 1,061,036,126 0
3.0 425112 Penqapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan 0 825,408,946
3.0 425122 ggggjaap‘stan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 10,800,000
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 98,665,700
3.0 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi 0 22,927,083
3.0 425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi 0 18,258,000
Lainnya
3.0 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 234,500
3.0 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 50
3.0 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 84,741,847
3.0 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,834,765,340 0
3.0 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 36,557 0
3.0 511121 Belanja Tunj. Suami/lstri PNS 194,379,670 0
3.0 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 47,109,374 0
3.0 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14,445,000 0
3.0 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 303,076,000 0
3.0 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 54,834,459 0
3.0 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 128,617,920 0
3.0 511129 Belanja Uang Makan PNS 259,224,000 0
3.0 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 50,930,000 0
3.0 511611 Belanja Gaji Pokok PPPK 289,363,281 0
3.0 511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 20,405 0
3.0 511621 Belanja Tunjangan Suami/lstri PPPK 17,700,908 0
3.0 511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK 4,448,731 0
3.0 511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 14,133,332 0
3.0 511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK 18,714,535 0
3.0 511628 Belanja Uang Makan PPPK 40,891,000 0
3.0 511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK 13,755,000 0
3.0 512211 Belanja Uang Lembur 13,655,000 0
3.0 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 2,221,469,785 0
3.0 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 33,873,300 0
3.0 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 47,350,000 0
3.0 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 257,187,844 0
3.0 521211 Belanja Bahan 655,327,596 0
3.0 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 719,423,920 0
3.0 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 161,755,210 0
3.0 521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku 290,772,000 0




NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: (09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

: (1900 ) SULAWESI SELATAN

: (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIANTgI Data

SULAWESI SELATAN

- 16/07/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 16/07/26 6:20 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

poring | NAMA AKUN DEBET KREDIT
1 2 3 4 S

3.0 522111 Belanja Langganan Listrik 201,209,128 0
3.0 522112 Belanja Langganan Telepon 2,999,000 0
3.0 522141 Belanja Sewa 52,750,000 0
3.0 522151 Belanja Jasa Profesi 19,700,000 0
3.0 522191 Belanja Jasa Lainnya 21,185,000 0
3.0 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 590,574,605 0
3.0 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 537,379,020 0
3.0 523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 110,200,000 0
3.0 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 285,779,070 0
3.0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,695,000 0
3.0 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 66,660,000 0
35 511111 Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS 0 616,500
3.1 511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS 0 320
3.1 521111 Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran 0 15,911,753

JUMLAH 11,638,427,116 11,638,427,116

Keterangan :

FINAL

i Kota Makassar, 16 Juli 2026




NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

: (09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

: (1900 ) SULAWESI SELATAN

: (634036 ) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIANTgl Data

SULAWESI SELATAN

1 16/07/26 3:44 AM

Tgl Cetak : 16/07/26 6:18 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

| NAMA AKUN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5
0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 235,000,000 0
0.0 111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 1,458,650,000 0
0.0 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 6,270,000 0
0.0 115212 Piutang Lainnya 2,960,100 0
0.0 117123 Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat| 25,809,700 0
0.0 131111 Tanah 1,621,222,705,657 0
0.0 132111 Peralatan dan Mesin 24,109,461,758 0
0.0 133111 Gedung dan Bangunan 46,522,735,932 0
0.0 134111 Jalan dan Jembatan 388,697,000 0
0.0 134112 Irigasi 24,052,071,441 0
0.0 134113 Jaringan 420,841,532 0
0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 642,090,500 0
0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 23,042,856,030
0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 16,036,877,868
0.0 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 0 371,655,211
0.0 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi 0 11,813,959,538
0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 135,836,153
0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan 1,453,370,000 0
0.0 166113 Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional 6,340,000 0
Pemerintahan
0.0 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0 849,729,566
Operasi Pemerintahan
0.0 169318 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan 0 3,975,000
dalam Operasional Pemerintahan
0.0 212111 Belanja pegawai yang masih harus dibayar 0 471,615,124
0.0 212112 Belanja barang yang masih harus dibayar 0 1,697,420,000
0.0 212144 Pengeluaran transito yang masih harus dibayar 0 1,458,650,000
0.0 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 1,452,380,000 0
0.0 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 0 49,437,038
0.0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 1,693,650,000
0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 10,560,862,417
0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 1,061,036,126 0
0.0 313211 Transfer Keluar 9,780,000 0
0.0 313221 Transfer Masuk 0 9,780,000
0.0 391111 Ekuitas 0 1,668,469,134,462
3.0 425112 PenQapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan 0 825,408,946
3.0 425122 Egglc?:gaatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 0 10,800,000
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 98,665,700
3.0 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi 0 25,887,183
3.0 425289 Pendapatan Penguijian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi 0 18,258,000
Lainnya




NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

: (09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

: (1900 ) SULAWESI SELATAN

: (634036 ) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIANTgI Data

SULAWESI SELATAN

1 16/07/26 3:44 AM

Tgl Cetak : 16/07/26 6:18 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KT%%E IK\%?E NAMA AKUN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5
3.0 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 234,500
3.0 425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0 84,741,847
3.0 491429 Pendapatan Perolehan Aset Lainnya 0 22,000,000
3.0 511111 Beban Gaji Pokok PNS 3,170,092,140 0
3.0 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 40,263 0
3.0 511121 Beban Tunj. Suami/lstri PNS 217,845,450 0
3.0 511122 Beban Tunj. Anak PNS 52,961,840 0
3.0 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 17,010,000 4]
3.0 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 340,573,000 0
3.0 511125 Beban Tunj. PPh PNS 56,096,579 0
3.0 511126 Beban Tunj. Beras PNS 144,115,800 0
3.0 511129 Beban Uang Makan PNS 259,224,000 0
3.0 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 56,240,000 0
3.0 511611 Beban Gaji Pokok PPPK 324,781,181 0
3.0 511619 Beban Pembulatan Gaji PPPK 21,213 0
3.0 511621 Beban Tunjangan Suami/lstri PPPK 20,099,678 0
3.0 511622 Beban Tunjangan Anak PPPK 5,028,945 0
3.0 511624 Beban Tunjangan Fungsional PPPK 15,943,332 0
3.0 511625 Beban Tunjangan Beras PPPK 21,104,395 0
3.0 511628 Beban Uang Makan PPPK 40,891,000 0
3.0 511633 Beban Tunjangan Umum PPPK 15,375,000 0
3.0 512211 Beban Uang Lembur 13,655,000 0
3.0 521111 Beban Keperluan Perkantoran 2,462,328,070 0
3.0 521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 33,873,300 0
3.0 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 47,350,000 0
3.0 521119 Beban Barang Operasional Lainnya 257,187,844 0
3.0 521211 Beban Bahan 731,302,596 0
3.0 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 1,986,343,920 0
3.0 522111 Beban Langganan Listrik 201,209,128 0
3.0 522112 Beban Langganan Telepon 2,999,000 0
3.0 522141 Beban Sewa 52,750,000 0
3.0 522151 Beban Jasa Profesi 37,700,000 0
3.0 522191 Beban Jasa Lainnya 21,185,000 0
3.0 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 590,651,605 0
3.0 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 537,379,020 0
3.0 523133 Beban Pemeliharaan Jaringan 110,200,000 0
3.0 524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 296,839,070 0
3.0 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 96,945,000 0




NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

: (09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISAS| PERTANIAN
: (1900 ) SULAWESI SELATAN
: (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIANTGI Data  : 16/07/26 3:44 AM
SULAWESI SELATAN Tgl Cetak : 16/07/26 6:18 AM
Halaman :3

Iap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN
1 2 3 4 5
3.0 524114 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 66,660,000 0
3.0 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 308,104,668 0
3.0 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 905,062,665 0
3.0 591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 5,058,790 0
3.0 591312 Beban Penyusutan Irigasi 645,891,312 0
3.0 591313 Beban Penyusutan Jaringan 5,720,710 0
3.0 592222 Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan 11,153,863 0
dalam Operasional Pemerintah
3.0 593123 Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan 20,907,250 0
kepada Masyarakat
3.0 593131 Beban Persediaan bahan baku 475,332,210 0
JUMLAH 1,737,751,434,583 1,737,751,434,583
Keterangan :

FINAL




LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA
ESELON |
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: (018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN
: (09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
: (1900 ) SULAWESI SELATAN

: (634036 ) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIANTgI Data  : 16/07/26 3:44 AM
SULAWESI SELATAN Tgl Cetak : 16/07/26 6:15 AM
Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN 2026 2025 LS LA
KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0
Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang 0 0 0
Mewah
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Cukai 0 0 0
Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0
Pendapatan Bea Masuk 0 0 0
Pendapatan Bea Keluar 0 0 0
Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0
Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND) 0 0 0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 968,454,329 369,549,100 598,905,229| 162.064
Pendapatan Badan Layanan Umum 0 0 0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 968,454,329 369,549,100 598,905,229 | 162.064
PENDAPATAN HIBAH 0 0 0
Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan 968,454,329 369,549,100 598,905,229 | 162.064
BEBAN OPERASIONAL 0 0 0
Beban Pegawai 4,771,098,816 4,682,942,708 88,156,108 1.882
Beban Persediaan 475,332,210 2,500,000 472,832,210| 18,913.
Beban Barang dan Jasa 5,834,228,858 3,5654,451,904 2,279,776,954 64.$§S
Beban Pemeliharaan 1,238,230,625 729,214,545 509,016,080 69.803
Beban Perjalanan Dinas 460,444,070 220,803,055 239,641,015| 108.532
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 20,907,250 1,295,000 19,612,250 1.51453




LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA
ESELON|
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: (018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN
: (09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
: (1900 ) SULAWESI SELATAN

:(634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIANTgI Data
SULAWESI SELATAN

Tgl Cetak
Halaman

1 16/07/26 3:44 AM

- 16/07/26 6:15 AM
12

lap_lo_satker_poc

URAIAN 2026 2025 a1 o)
Beban Pembayaran Bunga Utang 0 0 0
Beban Subsidi 0 0 0
Beban Hibah 0 0 0
Beban Bantuan Sosial 0 0 0
Beban Penyusutan dan Amortisasi 1,880,993,008 1,934,443,183 (53,450,175)| (2.763)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0 0 0
Beban Transfer ke Daerah 0 0 0
Beban Lain-Lain 0 0 0
JUMLAH BEBAN 14,681,234,837 11,125,650,395 3,555,584,442| 31.958
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (13,712,780,508) (10,756,101,295) (2,956,679,213)| 27.488
KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset 10,800,000 61,376,870 (50,576,870)| (82.404)
Pendapatan Pelepasan Aset 10,800,000 61,376,870 (50,576,870)| (82.404)
Beban Pelepasan Aset 0 0 0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 106,741,847 36 106,741,811 293,35002
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 106,741,847 36 106,741,811 Zég:foog
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0 0 i
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON 117,541,847 61,376,906 56,164,941| 91.508
OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (13,595,238,661) (10,694,724,389) (2,900,514,272)| 27.121
POS LUAR BIASA 0 0 0
Beban Luar Biasa 0 0 0
POS LUAR BIASA 0 0 0
SURPLUS/DEFISIT - LO (13,595,238,661) (10,694,724,389) (2,900,514,272)| 27.121




Keterangan :
FINAL

Kota Makassar, 16 Juli 2026




LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 018 ) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

SULAWESI SELATAN

: (09 ) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
: (1900 ) SULAWESI SELATAN
1 (634036) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIANTgI Data

: 16/07/26 12:35 AM

Tgl Cetak : 16/07/26 6:16 AM

Halaman

: 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN 2026 2025 iclenes et LY

EKUITAS AWAL 1,668,469,134,462 1,672,062,789,447 (3,593,654,985) (0.21)
SURPLUS/DEFISIT-LO (13,595,238,661) (10,694,724,389) (2,900,514,272) 25 12
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 0 (203,356,549) 203,356,549 (100)
PENYESUAIAN NILAI ASET 0 0 0 0
SELISIH REVALUASI ASET 0 0 0 0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI 0 (203,356,549) 203,356,549 (100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 9,499,826,291 7,767,239,922 1,732,586,369 22.31
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (4,095,412,370) (3,130,841,016) (964,571,354) 30.81
EKUITAS AKHIR 1,664,373,722,092 1,668,931,948,431 (4,558,226,339) (0.27)

Keterangan :
FINAL

Kota Makassar, 16 Juli 2026




0 0 0 0 0 0 0 0 |iseH 1Beg eueq ‘|,
0 0 0 0 0 0 0 0 yeseeq 9y Jasuel] ||
0 0 0 0 0 0 0 0 ulej-uie efuejeg ‘g
0 0 0 0 0 0 0 0 |eisog uenjueg efuejeg */
0 0 0 0 0 0 0 0 yeqH eluejag ‘g
0 0 0 0 0 0 0 0 1pIsgng eluejag ‘g
0 0 0 0 0 0 0 0 Buejn ebung ueiefequiad eluejag
0 0 0 0 0 (000'¢68°286'7) 0 000°'c68°'286'y |epol efuejag ‘g
¥Z  |5£9'098'Ge8'Cl G9E'921'910'F 000°€¥0'206'9} gl (§22'pSe'S18'2e) G22'82£°192'9 000°€€9'920°6€ Bueieg efuejeg ‘g
9G |/e5°06L°I¥e'E €9¥'620'6LL 't 000'022'02'L vs  |(80€'82€'209°¢) 269°€8¥'662 0002181062 lemeBad efuejag °|
e TLL250°221'9L 828°G0Z'S61'8 000°'€9z'zze've 0c (£88'G2¥'S0V LY) LLv'298°'095'01 000'8€€£'996°LS lesngd yejuuswad efuejog °|
0 0 0 0 0 0 0 0 eiebap efuejag g
861 [(906'596°LL2Z) 906'G96'2ZY 000000912 9y |921'956'228 9Z1'920°190°L 000'080°8€Z (v + 1r'v + 1'v) yeqiy uep eseBaN uejedepuad yejwnp
0 0 0 0 0 0 0 0 yeqiH uejedepuad ‘|||
86 |(906'96'L12) 906'596'2Z¥ 000°000'9L2 ovy |9z1'956'Ze8 9Z1'9€0'190'L 000'080'8€Z efuuje yefeq ueyng eseba ueewpsuad uejedepusd 'y
0 0 0 0 0 0 0 0 n1g uejedepuad ‘¢
0 0 0 0 0 0 0 0 ueyyesidiq eiefan ueedeyay| luep uejedepusd ‘g
0 0 0 0 0 0 0 0 wey efeq Jaquing uejedepuad °|
861 |(906'596°112) 906'G96'LZY 000000912 9y |9Z1'956°228 9Z1'9£0°190°L 000'080°8€Z yeled ueyng esebap ueewisuag uejedepuad °||
0 0 0 0 0 0 0 0 |euoiseulsju| uebuebeplad yeled 'z
0 0 0 0 0 0 0 0 1abap wejeq yeled '|
0 0 0 0 0 0 0 0 ueyelediag uejedepuagd ’|
0 0 0 0 0 0 0 0 yeqiH ueq eiebaN uejedepuad "y
oL 6 8 L 9 S 4 z b
% PYDDENE IS L ievervan NVIVOONY | % zww%_wdm&_«_ﬁm. ISYSITVaY NVSVOONY e
g20z 9202
20d”meuiayjes eoe) el de| ”
| UeweeH
Y 21:9 92/20/91 * Ye1eQ IBL 9€07€9 NVLVI3S ISIMVYINS NVINV.LYId ISVSINYIAON NVdVHINId ¥vsS3g Ivive : YrY3M NYNLYS
M SaE) - TR 60 NVINV.L¥3d ISVSINYIAOIN NVa NVLINVA3d NVave : I NO13S3
810 NVINV.LY3d NVIMILNINIA * VOVENIT/NVIMILNININ

o

(HVIdNY Wv1va)
9Z0Z INNC 0€ ¥IHMYYIE ONVA 3A0IN3d MNLNN
VIrYIXM NVNLYS NVYVYOONY ISYSITVIN NVNOdY]



7 s
€£001£06661205069 Lm_

uesebBuy eunbbus \

vd)vN gemer Bunbod : TYNI4

920z lInr 9} Jessexep ejoy : ueBuesalay|
0 0 0 0 0 0 0 0 NVVAVISNId "D
ve  |ziL'280°22L9L 828'502'S61'8 000'€92'z2€'v2 0z |(e8s'sLy'SOV'LY) L1¥'298°095'01 000'8€€'996°LS (Irg + 'g) esebap efuejag yejunf
0 0 0 0 0 0 0 0 [eysI4 jpuasu| “,
0 0 0 0 0 0 0 0 esaq eueq ‘g
0 0 0 0 0 0 0 0 epeyeABoA emawiis| yelseq UBBMAWIISIaY BUB(Q ‘G
0 0 0 0 0 0 0 0 SNSNYY| IWouo}Q eueq 'y
0 0 0 0 0 0 0 0 yeseeq epeday| yeqiH o
0 0 0 0 0 0 0 0 3ISI4 UON SNnsnyyj Ise)oly eueq °q
0 0 0 0 0 0 0 0 3ISI4 SNsNyy| Iseyojy eueq e
0 0 0 0 0 0 0 0 snsnyy| Jajsuel] eueq ‘g
0 0 0 0 0 0 0 0 wnwn Isejoly eueq ‘g

0l 8 8 L 9 S v z )
% zwwuwmdﬁuw_ﬁ% ISYSIV3Y NVIVOONY | % zwww%_w_ﬁu_«_ﬁ% ISYSIV3Y NVYVOONY i
G202 9202
20d meu 1eyjes ode) el| de|
Z . uewejeH
WY Z1:9 92/20/91 © €0 6L 9€0¥£9 NVLY13S ISIMVINS NVINVLYI ISVSINYIAOW NVdVHINId dvs3d Iviva - YrYyay NYNLVYS
Wy p7°€ 92Z/20/01 ©  E1eQ 1L 60 NVINVL¥3d ISVSINYIGOW NVa NV.LIMV¥3d Nvave : INOT3S3
810 NVINV.L¥3d NVIM3LNIWNIN * VOVENITNVIMILNINIA

[]
[=]:s[x]

(HVIdNY WY1va)
9Z0Z INNF 0 VIHMVHIE ONVA 3A0I¥3d XNLINN
VrYIM NVNLYS NYNVOONY ISVSITVIY NVHOdV



954'122'52) 91’29 | pb8LBLLSZ 0 pv8'281'252 000'656'28¢ 000'G61'€€9 eAuuie leuojsessdq Bueseg efuejeq 611128
000°06t°29 r Al A 000°0S€'2Yy 0 000°0S€"2Y 000'0¥8'L 1L 000'0¢8'pLL efia)| uenjes |euoiselad( JouoH efuejeq ghiies
002'0/2'1 €05, |oog'e8'ee 0 00£'€28'EE 000'v¥) 'Sy 000'7¥ 'Sy yngny ueye| edeq yequieuad efuejeg eLLLzs
896'/80'262'2 70’61 2€0'8585'02'2 €62°116'GL §82'69%°122'C 000'999'/6¢'y 000'0L¥'L2L'Y uelojueyiad uenpaday| eluejeg LLLLzs
|euoisesad( Buelseg eluejag 1128
ONYYYE VINY138 Z5

80€'82£'209'c WS | z69'et'e6z'y 028'919 Z1L5'001'00€ Y 000'Z18'106'Z 000'218'106', 1S VINY138 YOdWOT3) HY TN

000'£68'86 €1zl |000'ss9‘el 0 000'SS9'EL 000'8¥5'2}1 000°8¥5'ZL1 ¢l § VINY138 YOdWOT3M 8Ns HYIWNe
000'z8s |2 0 0 0 0 00028512 000285 12 Mddd inquen buen elueieg | z1zz1S
000'LLE'LL 106l | 000's59'sL 0 000'59'€} 000'996'06 000°996'06 inqus- Buen efluejeg L1228
inquen eluejeg Zz15

808'0£5'Ghe 65€S  |261',20'66¢ 0 261'/20'66¢ 000'85S ¥/ 000228} 9. 9115 VINVI38 HOdWOT3M 8NS HYIANP
0008651 | SZ¥S | 000'GS. 'S} 0 000'SG. €l 000'€5€'5Z 000'816'SZ Mddd wnwn ueBuelun) eluejag €415
000'476'€2 19'se | 000°L68'0% 0 000'168'0F 000'Z€8'7L 1 000'8¥H'LEL ddd uexely Buen efuejeg 829115
mwv.ooo.o_ L1'99  |GeS'yLL'8) 0 SES'VLL'8L 000'G}2'82 00022024 Mddd seiag uebuelun) eluejeg G29LLS
e 699 |zee'eel 'yl 0 ZEE'eEL L 000'0£Y'81 000'Z4€'8L ddd [euoisBung ueBuelun efuejeg ¥29115
£92.0102 289|188y 0 VEL'8bY'y 000654} 000°089'1 ddd veuy uebuefuny efuejeg | 729415
¢60 880 L} S6'0S  [806°00L'2) 0 806'002'Z1 0006827 000°0¥8'G¢ Mddd Hisiiweng uebuefuny efuejeg 129115
sfid 406y [Sov'0C 0 S0t'0z 000'L¥ 000G Yddd Ifeo uejeinquiad eluepeg | 619118
612'S29'LzZ €995 |18z'c9c'68z 0 182'€9¢'682 000'686'0LS 000°L5'22S Mddd Y0%od feg eluejeg LLOLLS
Mddd uebuelun] uep ifeg) efuejag 9118

00S'706'2G1 'S 2155 |005'L08'988'c 028'919 02Z£'81L¥'288'E 000'902'v¥0'2 000'2Hb'L20°L LIS VINVI38 MOdWOT3M 8NS HYIWNP
ooo”mvw._z €5°19 000'0£6'05 0 000'0£6°'05 000'522'28 000'0€8°L8 SNd wnwn uebueflun) eluejeg LSLLLS
D00k03 595 ¢rie | 000'v2Z'652 0 000'+22'652 000'520'528 000'9€6'+28 SNd uexeyy buen eluejeg 62LILG
e L0c9  |0z6'219'82) 0 026'219'821 000'%12°20Z 000712202 SNd sesag ‘lun] efuejag 9ZLLLG
et Sv6 |65 vER'YS 0 65V VE8'VS 000'650'8S 00006081 SNd Udd ‘lunp elueieg|  gzL11S
ooo.v:.mmm L¥'LS [ 000'920'€0E 0 000'920'€0€ 000'062'88S 000°090°€1L9 SNd [euoisBung -fun) efuejeg y2LLLS
L 16'€8 | 000°SHY'vL 0 000'SY'vL 000'20Z'Z} 000'095'2 SNd [einpingg “funy efuejag €ZLILS
Schheh ey 6225 | v€'60) LY 0 v1€'601L' LY 000'1£2'68 000'924'06 SNd Yeuy ‘funy eluejeg 22118
fes 260iGEl L8'8S  [0/9'BLE'V6L 0 0/9'62€'vB1 000'296'62¢ 000'%25'82¢ SNd Msiweng “fun efuejeg LZLLLG
S Qe L6°€9 | /gz'oe 4> £56'9¢ 00025 000'€S SNd Ifeo uejeinquiad efuejeg BLLILS
09L°L¥e'zL0Z 81'8S 0v8'8yL'vER‘ 005919 0v€'S9.'vE8' 000'06£'998'v 000'672'G58't SNd Y0¥od Ileo eluejeg LLLLLG
SNd uebuelun] uep ifeo eluejeg LLLG
IYMYO3d YPNY138 1S

1-7=6 ¥/5=8 9G=/ 9 g ¥ 3 z b
YINY138
NV¥VOONY| OLL3N VFN
VIS VEIVDRIY V138 | Nvivanwaonzd AL ISIAZY HY1313S VINW3S
ONV VSIS | ISVSITVIY NVEVOONY NVAYBONY NYIVNN 300
% VYPNY138 ISYSI Y3y

WY /G:€ 92/2/91 :  ejeq |61 ay VrY3IXM NVYNLYS SINAr
dod iayjes”unyeleq"euder : g bug NVLV13S ISIMVINS NVINV.L¥3d ISYSINSIAOW NYdY¥INId ¥vS3g Ivive 9£0VE : vrYEM NYNLYS
| Uewejey NVLV13S ISIMYINS 0061 : ISNIAOYd/HVYAVTIM
WY 1Z:9 9z/20/91 *  IeBBuey NYINVLN3d ISYSINYIAOW NVYQ NY.LINVNId Nvave 80 : INOT13S3
gsawal: de epay NVINVLN3d NVINILNIWIN 810 : VOVENI/VNVYOIN NVINILNIWIN

9Z0Z INNF 0€ YIHMVYIE ONVA 300I¥3d YNLNN
VIMY3X NYNLVYS LYMONIL

VINVT38 NVEVOONY ISYSITVIN NVYOdY



9202 INNI 0€ MIHMVYIE ONVA 300I¥3d MNLNN
VIYaX NVNLYS LYMONIL
VINVYT38 NVYVOONV ISVSITVIY NYHOdVY1

uIss|y uep uejejeied [epoj eluejeg (A
TWAOW YPNY138 £5

§/2'v52'618'28 Z09L  |sz2'8.€'192'9 £62°116'Gl 8/¥'062'242'9 000'€£9'920'6€ 000'645'G62'2¢€ 25 VINY138 MOdWOT3X HYTANC

000'528'292'0L 0 0 0 0 000'G28'292°0L 000'000'000°Z} £92S YPNY138 YOdWO13X 8NS HY AN
000'528'29.'01 0 0 0 0 000'628'29.°01 000°000'000°C} ey bueA eduuie uenjueg ynun Bueseq efuejag 218925
epeday ueyyelas|p ymun eAuuie Bueseg eluejeg £926

0£6'SY1'050'2 8.y | 0.0'vEL'vSE 0 040'VEL'PSE 000'08Z'70¥'L 000°52.'880't 72§ YINV138 XOdNOT3M 8NS HYINNP
000°08Z 71 0 0 0 0 000'08.'%L 0 ejoy Jen Buealy 19xed seulq ueueleliad efuejeg 611128
000°0¥€'198 8L, 00009999 0 000'099°99 000'000'826 000'005'126 )0y wejeq Bunsayy 193ed Seuiq ueuejeliad efuejeg AR A
000'G81'8z8 [AlY] 000'G69'L 0 000'669'L 000'098'6Z8 000'009°122 B]0)| Wejeq seulq ueueleliad eluejag eLLzs
0€6'078'SPE'S 206 0,0'624'G82 0 0.0'62.'G8Z 000'029°1€9'G 000'629'S¥6'Z eselg seui( ueuejeliad eluejeg LLLves
iebaN wejeq ueueefiad eluejag 1¥2S

G/E'6Y5'GLS 90 529'661'8£2'L 0 G29'€G1'8EZ'L 000'€02'€G2'} 000°'8£.'858"} }£25 YINY138 XOdWOT3X 8NS HY1ANe
0 ) 00l 000°002°0L} 0 000°002°0} ) 000'00Z'0L ) 000000911 ueBulepr ueeleyljswad efuejag £e1825
086'€29'80% 189S | 020'6L£'288 0 020'62£'2€S 000°€00°916 000'8€2'0¥8 uIsaly Uep uejejelad Ueeleyljawad efuejeg 121E28
56€'G26'901 1978 S09'725'06S 0 S09'v25'06S 000'00S°269 000°000'206 ueunBueg uep Bunpeg ueeleyipwad efuejeg LLLEZS
ueeley|jawad eluejag 1 €28

2/8'LLp'seE’) 6SLL | 82L'cy8'262 0 821 'cv8'/62 000'S52'€69'L 000'€98'6Y2'| 1225 YINY138 YOdWOT3X 9N HY AN
000'296'29 /152 [o0o0'e8llz 0 00068112 000'2S1'+8 000'€51'cL eAuuie eser eluejeg 161225
000'71'018 182 000'002'6) 0 000'00.'6L 000'1¥8'628 000'00Z'72€E 1s8j0id eser efuejeg 161228
000'24.2'061 .90z |000'05.'2S 0 000'05.2S 000'Z9%'Eve 000042992 emag eluejeg Lp1228
000'L 16'66 000'666'C 0 000'666' 000'000'€ 000'000'€E uodsje ueuehBbue eluejag rANRAAS
2/8'065'LEE 9.8 |8zL'602'L02 0 821'602'102 000'008'2€S 000'008'Z€S IS ueuebBue efuejeg 111228
esep eluejag 122S

062'€7Z'vSE'T Z1'9L  |oLz'/2s'esy 0 012'225'251 000°142'908°2 000'¥05'0¥2'2 8125 YINV138 MOdNOT3M 8Ns HYTANr
000°6€1°900°2 9921 000,062 0 000°22.°062 000°L16'962°C 000'70S'0¥2'2 nyeq ueyeq ueelpasiad bueleg efuejag 128128
062701 '8¥¢ €L'1€ 012652191 0 0b2'sSL'L9l 000'098'605 0 iIswnsuoy Bueleg ueelpasiad Bueleg eluejeg 118128
ueejpasiad Bueleg eluejag 8125

v8Y'85Y'SE2'8 LEvL  |91S'LSLpIE ) 0 916162 VL)L 000'0LZ'0L9'6 000°09}'€¥6'S 2126 YINV138 XOdINOT3X 8ns HYINAP
080°020'678't Z6'CL 026'€2y'6LL 0 0z6'eTy'BlL. 000'vi'89G'S 000'08%'996° eAuuie] [euoisesadQ uop Bue.eg efuejeg 6lzies
P0b'BEY'98E‘E 1z'9lL 965°22€'359 0 965'22£'G59 000'992'L¥0'y 000'089'926'C ueyeq efuejeg L1zies
|euoisesadQ uopN Bueleq eluejsg FAYAS

¥28'619'96%'2 0S5 |9/1'696'€HG'T £62°116'GL 626'088'655'Z 000'685'070'G 000685716y 1125 VPNY138 MOJINOTIM 8NS HYTANP

/-7=6 /5=8 9-G=/ 9 5 b £ Z b
YINY138
OLL3N VPN
\VAIVS NVHVOONY V138 | nviTveWIoNad VPNY138 RS .
ONV VSIS | ISYSITVay NVUVOONY NVAVODNY NVIvEN 3a0M
% VYPNY138 ISVSITVaY

Y /G:€ 92/2/91 ©  eleq |BL ax VrYaM NYNLYS SIN3r
ood ueyjes unyeeq ey dey : @ Bud NVLY13S ISIMYINS NVINV.LN3d ISYSINYIAOIW NVdV¥INId ¥vs3d Ivive 9e0vey : VIY3M NVNLYS
z@ uewepey NV.LV13S ISIMYINS 006} : ISNIAOYd/HVYAVTIM
WV 1Z:9 9z/L0/9) *  lebBuel NVINV.LY3d ISYSINNIAON NVA NVLINVYId Nvave 60 : I NOT383
Z's'g'vy: deqapoy NVINVLY¥3d NVINILNIWIN 810 : VOVEWIT/VHEVOIN NVINILNIWIN




£85'G/¥'S0V' Ly 20 | /1¥'298'095°0L £15'825'91 066'06€'2/50L 000'8£€'996°15 000°229'9£8'vb YPNY139 HYTANR

000'£68'286't 0 0 0 0 000'€68'/86'Y 000'98Z'6£9'Y €5 VINY138 MOdWO13) HYTANP

000'0€Z'641°L 0 0 0 0 000'0€Z'621°1 000°000'082'} LYES YPNY139 MOdINOT13N 8NS HYTANP
000'000'9€2 0 0 0 0 000'000°9€Z 000'000'0ES uep uejer uesemeBuad UBp UBBUEBIUSID [EPO\ Blue|ag GLLPES
000°0€2'eY6 0 0 0 0 000'0€Z'€H6 000000052} uejequiar uep ueler [epojy efuejeg LLLYES
ueBuiler uep 1sebl| ‘uejer |epojy eluejeg L €S

000°000'90Z'} 0 0 0 0 000'000'90Z'} 000°000'092'} LE€S YPNY138 MOJWOT3M 9NS HYTANT
000°000'9€Z 0 0 0 0 000'000°9¢€Z 000'000'09S uep Bunpag uesemeBuad uep ueeuedualad [epojy eluejeg GLLEES
0000000268 0 0 0 0 000'000°026 000'000'002°1 ueunBueg uep Bunpso epoy eluejeg LLLEES
ueunBueg uep Bunpag) [epoyy eluejsg LEES

000'£99'209'2 0 0 0 0 000'€99'209'Z 000'98Z'660'L 1ZES VPNY138 MOJWOTIN 8NS HYTANP

000'€99'209' 0 0 0 0 000'£99'209'2 000'982'660'L uisa}\ uep uejejeiad [POl efuejeg LLLZE
/-7=6 /5=8 9-G=/ 9 5 b 3 Z }
YINY138
0L13N
NYHYOONY| OLLANVINVIIE | v ivanaonad bk ISIASY HY13L3S VINW3S
NVHVOONY VSIS | ISYSITVIY NVHVOONY NVHVOONY NVIVaN 3Q0M
% YINY138 ISYSITV3Y

NV G:€ 9Z/2/9L :  ejeq |BL ay Va3 NYNLYS SINAr
ood uexjes unye joq e dej 1 q Big NVLVT3S ISTMYINS NVINVLY3d ISYSINYIAOW NVdVINId ¥vS38 IvIve 9£0vE9 : VrY3X NVNLYS
¢ ueweey NVLVY13S 1ISIMYINS 006} : ISNIAOYd/HYAVYTIM
WY 1Z:9 92/20/9 *  [eBBuey NVINVLY3d ISVSINYIAOW NVA NVLIMYY¥3d Nvave 60 : I NOT383
TsgvyT: deopoy NVINVLY3d NVI¥ILNIWIN 810 : VOVEWIT/VHVOIN NVINILNIWIN

9202 INA 0€ ¥IHMVYIE ONVA 300IR3d MNLNN
VrEaX NVNLYS LYMONIL

VINVY138 NYEVYOONYV ISVYSITVIY NYHOdY




0 _ 001 000'002'0L 1 0 000002041 000'002'0LL 0000009} ueBuuer ueeseyjawed eluejeg €1 625
086'£29'80% S 020'6.8'L8S 0 0Z0'6.£'26G 000'£00'9+6 000'8£.'078 uIse|y Uep Uejejeled Uee.eyjewed eluejeg 1ZLE2S|
G6£'G26'904 /978 509'725'06S 0 509'%25'065 000'005'269 000'000'206 ueunBueg uep Bunpeo ueeseyswed eluejeg 111€25|
000'296'29 212 000'681°12 0 00058112 000'Z5L'v8 000'€54'EL efuuje eser efuejeg 161225
000'002'502 vl 000'000'¢ 0 000'000'€ 000°002'802 000'000'€2 18j01d eser efuejeg 161225 |
000'005'GE 0 0 0 0 000°005'GE 0000000} emeg efuejeg 11225
000} 2666 000'666'Z 0 000'666'Z 000'000'€ 000'000'¢ uodaja ueuebbuer efuejag zh1225|
718'065' €€ 9./ 821'602'102 0 821'602'102 000°008'Z€S 000'008'Z€S 81 ueueBbue efuejeg 111225
000'6€1'900'Z 99zl 000'z22'062 0 000222'062 000'116'962°2 000'%05'0vZ'2 nyeq ueyeq ueejpasiad bueieg efuejag 128125
06701 '8Y€ €L1e  |012'e6L19L 0 012'552'191 000°098'605 0 Iswnsuoy Bueleg ueeipasiad fueieg efuejag 118125/
000'022'9€L'Y 8v'0L 000'0Z1'v8Y 0 000°0ZL ‘v8Y 000'06€'029'Y 000'082'298'1 eAuuie [euojsesadp UoN Bueseg eluejeg 612125
YOy'S6E'LEZ' ) GE'EE 965'260'9L9 0 965250'919 000'€SY'2¥8'L 000692 ¥¥E ueyeg eluejeg 112125 |
951°122'62) 91'/9 v¥8'281'LST 0 v¥8'281'262 000'656'Z8€ 000'S61'€€9 eAuuie [euoisesadp Bueleg efuejeg 611125
000'06%'29 £2lv  |000'0SE'LY 0 000°0S€'2Y 000°078'7LL 000'0¥8'7L 1 elley| uenjes [euojseed( JouoH efue|eg §LL12S
00202211 £0'S. 00€'€28'€E 0 00£'€.8°€E 000'%¥L'Sh 000'v7L 'SP yngn| ueye] eAeq yequeuad eluejeg €LL12s
896'/80'262'C y0'6y  |2£0'855'502°C £6/'L16'SL §82'69%'122'C 000'979'26%'t 000'0L¥'L2L'Y uelojueyad uenjiaday) efuejsg L1112s
ONVHVE VINYI38 5
80£'82£'Z09'E YYS  |Z69'C8Y'66ZY 028919 Z15°001'00Ey 000'Z18°1L06°L 000'Z18°106'2 IVMVO3d VINY138 HYTANP
000'285'12 0 0 0 0 000285'LZ 000'285'12 Mddd nqua Buen efuejeg [Ak44%}
000'}1€'22 L0'GL 000'59'E} 0 000'S59'€} 000'996'06 000'996'06 inqua Buen efuejag 112215
000'865'}} STYS 000'S5L°E} 0 000652} 000°€5€'6Z 000'816'GZ Mddd wnuin uebuefuny efuejeg €E9LLG
000°L¥6'E. 1968 000°168°0F 0 000°168°0F 000'2£8'vLL 000'8PY'LEL Mddd uesep Buen eluejag 829116
59'000°01 /1°59 GeS'yLL '8l 0 SES'PLL8L 000'G12'82 000272021 Mddd sesag uebuefun| eluejag GZ9L1LS
899'96Z'7 69'9/ Ze£'eEL YL 0 ZEE'EEL YL 000'0£¥'81 000'ZLE'8L Mddd [euoisBun ueBuefun| efuejeg vZ9LLS
692'0L0'2 28'8€ LEL'8VY'y 0 LEL'8hb'y 000'65F'L 1 000'089'SL Sddd Yeuy uebuefun efuejeg 229118
260'8€0°/1 S6°0S 806'002'L1 0 806002} 000'6.'7€ 000'0v8'GE Mddd His|wens uebuefun efuejeg 129415
56502 106V S0v'0¢2 0 S0v'02 000'L¥ 000'G Mddd 1fe uejeinquiag efuejeg 619115
612'629'122 £9'95 182'€9£'682 0 182'€9€'682 000'686'0L5 000245225 Mddd Joxod I[e9 eluejag L1OLLS
000'S¥8'}€ £5°19 000'0€6'05 0 000°0€6°0S 000'622°Z8 000'0€8'18 SNd wnuin ueBuefuny efuejsg LGLIIS
000'108'595 Zr'Le 000'%22'652 0 000'+2Z'652 000'520°5Z8 000'9€6'728 SNd uexeyy Buen efuejag 621115
080'965'82 2029 026'219'82L 0 026'219'8Z) 000'712'202 000'712'20Z SNd seiag funy efuejag 9ZLLLS|
|1ws'0ze'e St'v6 65t'vE8'YS 0 B85Y'PE8'YS 000'550°8S 000'060'8} SNd Udd ‘fun] efuejag SZLLLS
|000'712'582 ¥'LS  |000920'€0€ 0 000'920'€0€ 000°062'885 000'090°€19 SNd [euoisBuny ‘fun] efuejag YZLLLS
0002522 16'€8 000'Sty'vL 0 000'StY'L 000202°LL 000'095'2 SNd [einpinys fun eluejag £ZL1LS
929'12L'zh 6125 v2€'60L Ly 0 v.€'601°L 000'1£2'68 000'92%'06 SNd Yeuy ‘fun] efuejeg zzLLLS
06£'/85'SEL 1685 0/9'6.€'761 0 0.9'6/£'761 000°296'62€ 000'725'82€ SNd us|/weng ‘fun} eluejeg LZLLLS
£9.°02 /99  [l82'9¢ 0ze 165°9€ 000°.5 000'eS SNd !e9 uejeinquied eluejsg BLLLLS
0911922102 8'85 0v8'8YL'vE8'2 005919 0v£'59.'vE8'T 000'06£'9¥8'Y 000'672'558'v SNd ood Ife9 efuejeg LLLLLS
IYMY93d VINY138 1S
INYNW HYIdNY 10
=6 ¥/S=8 9-G=/ 9 S 14 € 4 I
VINY138
s quwwﬂz% OLLANVINVIIE | \yqvgnaoNad bl ISIAZY HY1313S VINW3S L e e
NYHVYOONY NYYVOONY
% VYINY138 ISYSITYIaY
ood Jeyes unye qf ps el de|: ql Bid
| uewee NV.LV13S ISIMVINS NVINV.LN3d ISVSINYIQOW NVdV¥INId ¥vs3a IvIvE 9£0VEY : VIY3M NYNLVS
WY 22:9 92/20/9} - |efBue NVINV.LY3d NVIMILNIWIN 810 VOVENIT/VAVOIN NVIRILNIWNIA

L's'g'vyl: deqspoy

9Z0Z INNI NVING a'S

NNMY / VFNVYT3E SINAC / YNVQA ¥38ANS LNYNNIN
Vrdaxd NVNLYS LYMONIL
VINVI3E8 NVEVOONY ISYSITVIY NVHOdVYT



* 4
|£86'SLp'S0Y Ly S€'0Z 219'798'095'04 £25'828'9) 086'08€'225'0) 000°8E€£'996°LS 000°229'9¢8'pp vioL
000°862'¢L} 0 0 0 0 000'862°CL} 000'862°€2} d8Nd HYTANP
| 000°862°¢LL 0 0 0 0 000°862°€LL 000°862'€L1 ONVNVE YINYIE8 HYTWNP
100000162 0 0 0 0 000'00}'62 00000462 eseg seu|q ueuele(iad efuejeg Lhpes
AT iz
|000'000°0} [ 0 0 0 0 000°000°0} 000'000'04 1s3j01d eser efuejag 161226 |
|000'000'8 0 0 0 0 000'000'8 000'000'8 eAuuie jeuoisesadQ uoN Bueseg eluejag 612125 |
Emmw_wwv 0 0 0 0 000'869'92) 000'869'9Z} Ueyeg efuejeg Lizhes
28 ONVNVE VPNVI3g s
L daNd 0
W Lo 2 679'290'2yS 0 679'290'24S 00052829972 000000°00v'vZ 14393N VAT NVINVINI HYTANT
000'€68°286'y 0 0 0 0 000'€68°286'7 000'982'6£9'p VA0 VPNY138 HYTANC
|000'000'9€Z 0 0 0 0 000'000'9€2 000'000'0€S uejequiap uep uejer uesemeBuad uep ueeuesuaied [epopy efuejeg GLLPES
000°0€2'e Y6 | 0 0 0 0 000'0£2'€v6 000'000°0SZ'} uelequar uep uefer [epojy eluejag LELVES
000°000'9€Z “ 0 0 0 0 000'000'9€Z 000°000'09S ueunbueg uep Bunpsg uesemeBuaq uep ueeueouaiad [epoly efuejag GLLEES
000'000'026 | 0 0 0 0 000°000'0£6 000'000'00Z' L ueunBueg uep Bunpao |epoy eluejeg LLLEES
000€99'209'z A 0 0 0 0 000'£99'209' 000'982'660') UISB\ UBp UEJE(Elad [EPOJN Eluejeg Lh12€5)|
VA0 VPNV €5
15£'898'261 61 5.2 6v9'£90'ZpS 0 699'290'295 000'2£6'629'61 000'71L2'092'61 ONVYYE VINYI3E HYTNNP
b il yejuswad uenjueg
000'528'292°01 “ 0 0 0 0 000'G28'292'01 000'000'000'Z} ssuepiesey pjiwsly BueA eAuuje uemueg ynun Bueleg efuejeg 21£928
|000'082 1 | 0 0 0 0 000082%1 0 €10y 18N BUIes) 19Yed Seul] UBUE|elad eluejeg 6LLP2S
(000vE'l98 | 8L.  [000099'99 0 000'099'89 000000826 000'005'126 €10y wejeq Buyiseyy 1exeq seuiq ueuejefiad efueeg pLIvZS
{00081 b1y W 0 0 0 0 000581 vhb 00000} 712 €10y Wejeq seuiq ueuelefiad efuejeg €LLpZs]|
| +£2'066'996'¢ [EiRSSE 62L'6E'1EL 0 BZ.'BLELEL 000°0L£'869°E 000'G8Z'0EY'Z ese|g seu|q ueuefeied efuejeg LhLpes
000°4vv'v6S | &Lz |000'0029) 0 000°002°9} 00071 449 000'00Z' 17E 1s8j01d eser efuejeg 151228
|000'z}2'ss) | ugs 000'05.'25 0 000°052'2S 000'296'20Z 000'012'95Z emag efuejag 1225
|080'0S2'v0. | eose 0Z6'€0€'S€2 0 0Z6'€0€'GEZ 000'¥50°0¥6 000'00Z'160'L eAuule [euoiseladQ uoN Bueleg efuejeg 612125
|000'5€'820'Z | 6l 000'022'6¢ 0 000°0.2'6€ 0006192902 000'6L2'505'2 ueyeg efuejag lieles
W ONVNVE VINY13d 5
L IMIOIN ¥VNT NVIWYPNId 0
Wﬁ.u;_me.: 18 89.862'8L0°0) €15'825'91L LYE'22E'SE0'0) 000'SLL'vZL L2 000'628'29Z'0Z INYNIN HYIdNY HYTANE
v26'285'505's1 VE'6Z  [920'G1E'6LL'S £52'116'S) 628'922'56L'S 000'£06'Z22'61 000°290°195°Z} ONVMVE VINVIIE HVINNF
ES v8e 0 000'569'} 0 000569} 000'69'G8¢€ 0000052 e)0) Wejeq seu|q ueuelefied efuejeg £L1p28
8980526721 I L VE'BBEVSE 0 LVE'BBEVS) 000°05} #06'} 000°0vZ'98% ese|g Seu|q ueuelefiad efuejeg LELpes
L 26 | vis=8 9-G=/ 9 S v € [4 P
_ 'NVHVOONY| OLL3N VPNYI3g ViNYI38 VPNY138
INVHYOONY | NVITVEWNION3d 2 ISIA3Y HY1313S vINW3s
ﬁ YEIS Ioveiiy NVHYOONY NVHVOONY BYINHQ a0
_‘[ % VYINVI38 ISVSITY3Y
20d 1eyjes unye ql | ps ey de| : Q) bid
Z: Ueweley NVLVI3S ISIMVINS NVINY.LY3d ISYSINYIAOW NVdYNIN3d ¥vS3g Ivive 9€0pE9 VrYdax NVNLVYS
WY Zz:9 92/20/91 *  |eBBue] NVINV.L¥3d NVINILNIWIN 810 : VOVEWIVEVYOIN NVINILNIWIM

L'savy:

de apoy|

9Z0Z INNr NVYING A'S

NNXV / VFNVYT38 SINAr/ YNVa ¥38WNS LNYNNIN

VIYaM NVNLYS LYMONIL

VINVT38 NVEVOONY ISYSITVIN NVNOdYT



99'GhYy 9z1'9€0'190'} 0 9z1'9€0'190°L 000'080°8€2 NVYLYdYON3d HYTANT
99'Gvy 9z1'9€0'L90'} 0 9z1'9£0'190'L 000'080'8€2 2k NVLYdYAN3d MOdINO13X HYTANP
168 LY.L V8 0 168'L V. P8 0 6627 NV.LVYdVYANId MOdWOTIN ENs HYANE
0 Lp8'LYL'v8 0 Lv8'LyL'v8 0 nje Buea uesebBuy unye) Bueieg eluejag lequey) ueewnauad |  ZLBSZy
0 0S 0 0S8 0 nje] Bue uesebbuy unyel lemeBad eluejag llequs)y ueewuauad | L1652
ule-ule uejedepuad 144
005'7EZ 0 00S'pET 0 85z NV.LVYdVYAN3d MOdNOT3X 8ns HY1ANP
0 00S'¥€2 0 00S'vEC 0 yejuuawag ueeliaad ueless|ahuad epuaqd uejedepuad | 11852
epua( uejedepued [levdnd
86'¥C 000'85Z'81 0 000'852'81L 000'080°€L eAuuie ises|piepuels uep ‘1Iseiqijey ‘1Isexuiles ‘ueinBuad uejedepuad | B82Sy
wnynH ueyebauad ueq ISensiuLpY uejedepuad FATA7
0 £80°/26'CC 0 £80°'226'22 0 jsny uebuap [ensas eueleseld Uep BUBIES ueeunBBuag uejedepuad | 1GLS2Y
0 002'599'86 0 00.'599'86 0 ueunBueg uep ‘Bunpag ‘Yeue| emas uejedepuad | LELSTY
0 000'008°04 0 00000801 0 uisa|y uep uejeeied uelenfuad Hep uejedepuad | zzLS2h
GZ'00S 9v6'80%°G28 0 9¥6'80%'G28 000'000°G91 UEp UBYBUIBJBd ‘UBUNGaYISd ‘UBIUBNR [ISBH uejenlued uejedepusd | Zi1S2h
uep eyes( uepeg uein| ‘NINE uee|ojabuad ‘ueienfuad Ueq uejedepuad ReYa
MYIVd NYYNE VEVO3IN NYVYWININId NVLVdVYAN3d (44
£/9=1 S-¥=9 S 14 € z 3
NV1VdvaN3d
OLL3N NVY.LvdvaN3d NV.LVdVAN3d
NYITYEW3ION3d
JM@Mm«mum\w NYLVdvaN3d ISYWILS3 NVYIVEN 300XA
NYL1VYdvaN3d ISYSITV3d

19yjes unye uad eyj dej:
l f

WV €2:9 92/.0/8}
113 dval:

al Bid
ueweeH
|ebbue
de spoy

NV.LY13S ISIMVYINS NVINV.LH3d ISYSINYIAOW NVdV¥IN3d ¥vs3a IVIvE 9€0ve9 * VrEEM NVYNLYS
NVLV13S ISIMVINS 006} : ISNIAQ¥d/HVAVTIM

NVINV.LY3d ISYSINYIAOW NVA NV.LIMVH3d Nvava 60 * INOT383

NVINV.LY3d NVIMILNINIA 810 * VOVENIT/VIVOIN NVINILNINIA

(yeidna wejep)

9z0Z INNC 0€ MIHYV¥3E ONVA 3001¥3d MNLNN

VraaI) NVNLYS LYMONIL

NNMY / NVLYdVONId YOdIWOTIN LNUNNIW
NVLVdVYANId NVNVYOONY ISVYSITVIE NVHOdY




